
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR ll TAHUN 2022

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang a

Mengingat : 1

2

b

bahwa dengan adanya perubahan peraturan tata naskah dinas
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentar,g Tata Naskah
Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga untuk
keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu
penyesuaian jenis, materi, dan format naskah dinas;

bahwa Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh
Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor
Insiitut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 29 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Nomor I Tahun 2Ol7 ter,tan:g Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember,
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi dan
organisasi sehingga perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut
Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tata Naskah Dinas Institut
Teknologi Sepuluh NoPember;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentar,g Pendidikan
tinggi lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol'2 Nomor
t SS,-'I;mUanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor
16,-tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
55oo);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol5 tentang Statuta
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara
Republik Indoneiia Tahun 2015 Nomor 772, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2O2L te tanlg Tata Naskah Dinas Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O21 Nomor 126);

c
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5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor O1 Tahr-rn 2O2O tentang Tata Cara
Pembentukan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 3 Tahun 2O19 tentang Pengangkatan Rektor
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2Ol9-2O24;

8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris
Institut, Direktur, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di
Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25
Tatrun 2O19 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di
lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26
Tahun 2O19 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris
Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di
Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 07 Tahun 2022 tent-ang Perubahan Atas
Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris
Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di
Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

1 1 . Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor I 1

Tahun 2O2l tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di
Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 27 Tatrun 2O2l tentang Perubahan Atas
Peraturan Rektor Institr-rt Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 1

Tahnn 2O2l tenlrang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di
Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG TATA NASKAH DINAS INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah

pergurLran tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS

3. Unit Kerja adalah unit di lingkungan ITS sebagai mana diatur dalam organisasi
dan tata kerja.

4. Nornor Identitas Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP adalah norrlor yang
diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagai identitas yang memuat tahun,
bulan, dan tanggal lahir, tahr-n, dan bulan pengangkatan pertama sebagai

calon pegawai negeri sipil, jenis kelamin pegawai negeri sipil dan nomor urrt.
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5. Nomor Pokok Pegawai yang selanjutnya disingkat NPP adalah nomor yang
diberikan kepada pegawai non PNS sebagai identitas yang memuat tahun,
bulan, dan tanggal lahir, tahun, dan bulan pengangkatan pertarna sebagai
calon pegawai non PNS, jenis kelamin pegawai non PNS dan nomor urut.

6. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan
yang dibuat dan/ atau dikeluarkan oieh pejabat yang berwenang.

7. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, dan
penyampaian Naskah Dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan.

8. Naskah Dinas Arahan adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan pokok
atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam
penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap unit kerja yang berupa produk
hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.

9, Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang
ada pada pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.

1O. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media
elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan atau diterima
oleh pejabat/ pimpinan yang berwenang.

11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi
elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verilikasi dan autentikasi.

12. Paraf Elektronik (Approual) adalah pembubuhan paraf yang dilakukan oleh
pejabat yang berwenang menyetujui pengajuan naskah dinas elektronik.

f3. QR (Quick Response) adalah suatu jenis kode matriks atam kode batang dua
dimensi dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dan mendapatkan
respons lebih cepat dengan kemampuan menyimpan informasi secara
horizontal dan vertikal lebih besar.

14. Pengelolaan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi
Elektronik yang dilakukan oleh pengirim dan penerima dengan menggunakan
Sistem Elektronik.

15. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik adalah suatu sistem pengelolaan naskah
dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi yang bersifat legal.

BAB II
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
(Jrnurn

Pasal 2
(l) Naskah Dinas terdiri atas:

a. Naskah Dinas arahan;
b. Naskah Dinas korespondensi;
c. Naskah Dinas khusust dan
d. Naskah Dinas lainnya.

(2) Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
manual dan/ atau elektronik.

(1) dilaksanakan secara
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Bagian Kedua
Naskah Dinas Ara]. an

Pasal 3
Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (Ll huruf a terdiri
atas:
a. Naskah Dinas pengaturan;
b. Naskah Dinas penetapan; dan
c. Naskah Dinas penugasan.

Paragraf 1

Naskal. Dinas Pengaturan

Pasal 4
Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri
atas:
a. peraturan;
b. instruksi;
c. prosedur operasional standar; dan
d. srrrat edaran.

Pasal 5
(1) Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Naskah

Dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur, dan memuat
kebijakan pokok.

(2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani
oleh Rektor, Majelis Wali Amanat, dan Senat Akademik.

(3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan teknik dan
format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Naskah

Dinas yang memuat petunjuk/ arahan lebih lanjut/perintah, sebagai kebijakan
atas pelaksanaan ketentuan peraturan.

(2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani
oleh Rektor.

(3) Penetapan dan penandatanganan instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dilimpahkan kepada Wakil Rektor.
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Pasal 7
(1) Prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf c

merupakan serangkaian tahap pelaksanaan tugas unit kerja yang dibakukan.
(2) Prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
(3) Prosedur operasionai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

untuk:



a. menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk;
b. memperlancar dan memperjelas pelaksanaan kegiatan; dan
c. meningkatkan kolaborasi antara pimpinan dan staf.

(4) Prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 pada

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 8
(1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan Naskah

Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang penting dan
mendesak.

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan
ditandatangani oleh Rektor atau wakil Rektor.

(3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan

sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Contoh 2 pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Paragraf 2
Naskah Dinas Penetapan

Pasal 9
(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

merupakan Naskah Dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan.
(2) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam

bentuk surat keputusan.
(3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:

a. menetapkan atau mengubah status kepegawaian, barang rnilik negara, atau
peristiwa kedinasan;

b. menetapkan, mengubah, atam membubarkan suatu kepanitiaan atau tim;
atau

c. menetapkan pelimpahan wewenang.
(4) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan

ditandatangani oleh Rektor, Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik,
Wakil Rektor, Dekan, Direktur, di lingkungan ITS.

(5) Naskah Dinas penetapan yang ditartdatangani sendiri oleh Rektor ditetapkan
dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Contoh 3a, 3b,

3c, 3d, dan 3e pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Rektor ini.

(6) Naskah Dinas penetapan yang ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan, dan
Direktur yang menerima kuasa dari Rektor ditetapkan dengan sistematika dan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(7) Ketentuan yang dilimpahkan Rektor kepada Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
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Paragraf 3
Naskah Dinas Penugasan

Pasal lO
(1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimuat

dalam bentuk surat tugas.
(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Naskah Dinas

yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai dan/ atau
seseorang untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan.

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang.

(4) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksr.rd pada ayat (1) dibuat dengan
sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Contoh 5a, dan 5b pada
l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 1 1

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
b terdiri atas:
a. nota dinas;
b. surat dinas; dan
c. surat undangan.

Pasal 12
(1) Nota dinas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 1t hurrf a mempakan

Naskah Dinas yang bersifat internal dari atasan kepada bawahan atau dari
bawahan kepada atasan langsr.rng atau yang setingkat dan berisikan catatan
atau pesan singkat tentang pelaksanaan tugas dan fi:ngsi.

(2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh
pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab,

(3) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika dan
format sebagaimana tercantum dalam Contoh 6 pada Larnpiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 13
(1) Surat dinas sebagai'nana dimaksud dala-rrr Pasal 11 huruf b rnerupakan

Naskah Dinas yang berisi pelaksanaan tugas atau kegiatan pejabat dalam
menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain, baik di dalam
maupun di luar unit kerja yang bersangkutan.

(2) Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang.

(3) Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika dan
forrnat sebagairnana tercanturn dalarn Contoh 7 pada Larnpiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
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Pasal 14
(1) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan

Naskah Dinas yalg berisi pemberitahuan kepada pejabat atau seseorang
r.rntuk menghadiri suatrr acara kedinasan pada waktu dan ternpat yalg telah
ditentukan.

[2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang.

(3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika
dan format sebagaimana tercantum dalam Contoh 8a, 8b, dan 8c pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Keernpat
Naskall Dinas Khusus

Pasal 15
Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (l) huruf c terdiri
atas:
a. nota kesepaharnan; '

b. perjanjian kerja sama dalam negeri;
c. surat kuasa;
d. berita acara;
e. surat keterangan;
f. surat pernyataan;
g. surat pengantar;
tr. pengumuman; dan
i. perjanjian internasional.

Pasal 16
(1) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan

Naskah Dinas yang berisi kesepakatan mengenai sesuatu hal di antara para
pihak yang akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

(2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi kerjasama.

(3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan
sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Contoh 9 pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 17
(1) Perjanjian kerja sama dalam negeri sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 15

hurrf b rnerupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentarrg
objek yang rnengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk
rnelaksanakan tindakan atam perbuatan hukurn yang telah disepakati
bersanrra.

(2) Perjanjian kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh Majelis Wali Amanat, Senat Akademik atau Rektor, serta
Wakil Rektor dan Direktur.
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(3) Perjanjian kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Contoh 9 pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 18
(1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan Naskah

Dinas yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan
suatu kegiatan kedinasan atas narna pemberi kuasa.

(2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang.

(3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika
dan format sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 1 pada Larnpiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(1)

(2)

Pasal 19
Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan Naskah
Dinas yang berisi uraian tentang suatu kegiatan atau kejadian kedinasan yang
ditandatangani oleh para pihak dan para saksi apabila diperlukan.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling
rendah pejabat setingkat Kepala Subbagian.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai lampiran.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika
dan format sebagaimana tercantum dalam Contoh 12a, l2b, dan 12c pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(3)

(4)

Pasal 20
(l) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan

Naskah Dinas yang berisi informasi atau keterangan mengenai hal atau
seseor€rng untuk kepentingan kedinasan.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan
sistematika dan format tercantum dalam Contoh 13 pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 21
(1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f merupakan

Naskah Dinas yang menyatakan kebenaran suatu hal mengenai pegawai atar,r
pejabat yang menandatangani surat pernyataan disertai pertanggungjawaban
atas pernyataan tersebtrt.

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan
sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Contoh 14 pada
Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
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Pasa722
(1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g merupakan

Naskah Dinas yang digunakan untuk mengantarkan atau menyampaikan
dokumen, barang, dan/atau bahan lain yang dikirimkan.

(2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang.

(3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika
dan format sebagaimana tercantum dalam Contoh 15 pada Larnpiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 23
(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h merupakan

Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan mengenai suatr: hal yang ditujukan
kepada para pegawai atau pemangku kepentingan terkait.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika
dan format sebagaimana tercantum dalam Contoh 16 pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(1)

(2)

Pasal 24
Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i
merupakan Naskah Dinas yang berbentuk perjanjian dalam bentuk dan nama
tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis
serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
Penggunaan bahasa dalam perjanjian internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
Wewenang menandatangani perjanjian internasional adalah Rektor.
Wewenang i,rntuk menandatangani perjanjian internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor yang
membidangi kerjasama atau direktur yang mengurusi kerjasama internasional.
Penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan apabila penandatanganan dari pihak mitra kerjasama mempunyai
kedudukan yang selevel dengan Wakil Rektor atau direktur.

(3)

(4)

(s)

Bagian Kelima
Naskah Dinas Lainnya

Pasal 25
Naskah Dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf d terdiri
ata.s:

a. notula;
b. laporan; dan
c. telaahan staf.
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Pasal 26
(1) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan bentuk

uraian yang disampaikan oleh pembuat notula rapat atau notulis yang memuat
hasil pembahasan atau segala sesuatu yang disarnpaikan dalam suatu rapat.

(2) Notula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh
pegawai yang diberi tugas.

(3) Notula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika dan
format sebagaimana tercantum dalam Contoh 17 pada Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 27
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan Naskah

Dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu kegiatan kedinasan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh

pegawai yang diberi tugas.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika dan

format sebagaimana tercantum dalam Contoh 18 pada Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perafi'rran Rektor ini.

Pasal 28
( 1) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan bentuk

uraian yang disampaikan oleh staf yang memuat analisis singkat dan jelas

mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar atau penyelesaian

yang disarankan.
(2) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani

oleh pegawai yang membuat telaahan staf.
(3) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika

dan forrnat sebagaimana tercantum dalam Contoh 19 pada Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini'

Pasal 29

Pembuatan Naskah Dinas terdiri atas:

a. persyaratan pembuatan Naskah Dinas;
b. nama ITS pada kepala Naskah Dinas;
c. susunan Naskah Dinas;
d. penomoran dan pengkodean Naskah Dinas;
e. penggunaan kertas, amplop, dan tinta;
f. ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata penyambung;

g. penentuan batas/ ruang tePi;
h. nomor halaman;
i. tembusan;
j. lampiran;
k. penggunaan Larnbang Negara/larnbang Kementerian;
l. penggunaan cap institusi;
rn. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat Naskah Dinas;
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n. hal yang perlu diperhatikan; dan
o. kelengkapan Naskah Dinas.

Bagian Kesatu
Persyaratan Pembuatan Naskah Dinas

Pasal 30
(1) Naskah Dinas merupakan inti dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai

dengan maksud dan tujuan dibuatnya Naskah Dinas yang disusun secara
sistematis-

(2) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
a. mencerminkan ketelitian dan kecermatan, baik dalam bentuk, susunan,

pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa maupun penerapErn kaidah ejaan di
dalam pengetikan;

b. memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang dimuat;
c. menggunakan bahasa Indonesia yang formal, logis secara efektif, singkat,

padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima; dan
d. mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga dapat menjamin terciptanya

arsip yang autentik dan dapat diandalkan (reliablel.
(3) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

memperhatikan ketentuan mengenai pemakaian:
a. kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah

tata bahasa baku bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
b. ejaan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.

Bagian Kedua
Nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada

Kepala Naskah Dinas

Pasal 31
(1) Pencantuman kepala Naskah Dinas pada halaman pertama Naskah Dinas

dengan menggunakan:
a. Lambang ITS;
b. Nama Kementerian;
c. Nama ITS serta alamat lengkap; dan
d. Nama Unit Kerja di ITS serta alamat lengkap.

(2) Pencantuman kepala Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a digunakan untuk mengidentifikasikan Naskah Dinas di keluarkan oleh ITS dan
unit kerja di lingkungan ITS.

(3) Pencantuman kepala Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
b digunakan untuk mengidentifikasikan Naskah Dinas ditetapkan dan
ditandatangani pejabat yang berwenang di lingkungan ITS.

(4) Pencantuman kepala Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c digunakan untuk mengidentifikasikan Naskah Dinas ditetapkan dan
ditandatangani pej abat yang berwenang.
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(5) Pencantuman Nama Unit Kerja dalam kepala Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk mengidentifrkasikan Naskah
Dinas ditetapkan dan ditandatangani pejabat yang berwenang.

(6) Dafam hal menyeragamkan kepala Naskah Dinas dengan menggunakan
nomenklatur dan Unit Organisasi dalam bahasa Inggris ditetapkan dengan
Keputusan Rektor.

(7) Ketentuan teknis mengenai pencantuman kepala Naskah Dinas, format dan
nama unit kerja dalam kepala Naskah Dinas tercantum dalam contoh 20 pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Sustrnan Naskah Dinas

Pasa.l 32
Susunan Naskah Dinas terdiri atas:
a. kepala Naskah Dinas;
b. tanggal Naskah Dinas;
c. hal Naskah Dinas;
d. pejabat dan alamat tujuan Naskah Dinas; dan/atau
e. alamat Naskah Dinas untuk perhatian (u.p.).

Pasal 33
Kepala Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 32 huruf a untuk
mengidentilikasikan nama jabatan atau nama unit kerja pembuat Naskah Dinas dan
alamat.

Pasal 35
(1) HaI Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan

materi pokok Naskah Dinas yang dinyatakan dengan kelompok kata singkat dan
jelas.

(2) Hal Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dicantumkan
dengan alasan sebagai berikut:
a. menyarnpaikan penjelasan singkat tentang materi yang dikomunikasikan dan

menjadi rujukan dalarn komunikasi;
b. memudahkan identifikasi; dan
c. memudahkan pemberkasan dan penyirnpanan surat.

Pasal 36
(1) Naskah Dinas ditujukan kepada nama jabatan pimpinan dari instansi

pemerintah yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d.

t2

Pasal 34
Tanggal Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 32 huruf b ditulis
dengan tata urut sebagai berikut:
a. tanggal ditulis dengan angka Arab;
b. bulan ditulis lengkap; dan
c. tahun ditulis lengkap empat digit dengan angka Arab.



(2) Naskah Dinas ditujukan kepada nama jabatan pimpinan dari instansi
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lembar Naskah Dinas ditulis
dengan urutan sebagai berikut:
a. singkatan Yth.;
b. nama jabatan; dan
c. nama kota.

(3) Alamat tujuan Naskah Dinas yang dicantumkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf d di amplop surat ditulis dengan urutan sebagai berikut:
a. singkatan Yth.;
b. narna jabatan; dan
c. alamat lengkap.

(4) Ketentuan teknis mengenai pencantuman pejabat dan alamat tujuan Naskah
Dinas sebagaimana tercantum dalam Bab II Huruf J pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 37
Alamat Naskah Dinas untuk perhatian (u.p.) sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 32
huruf e digunakan untuk:
a. mempercepat penyelesaian Naskah Dinas yang diperkirakan cukup dilakukan

oleh pejabat atau pegawai tertentu di instansi pemerintah;
b. mempermudah penyampaian oleh sekretariat penerima Naskah Dinas kepada

pejabat yang dituju;
c. mempercepat penyelesaiannya sesuai dengan maksud Naskah Dinas; dan
d. mempercepat penyelesaian Naskah Dinas karena tidak harus menunggu

kebijaksanaan langsung pemimpin instansi.

Bagian Keempat
Penornoran dan Pengodean Naskah Dinas

Pasal 38
(1) Nomor Naskah Dinas terdiri atas nomor urut Naskah Dinas dan kode Naskah

Dinas.
(2) Nomor dan tanggal Naskah Dinas tercatat bersamaan dengan

penandatanganan Naskah Dinas secara elektronik oleh pejabat yang
berwenang dengan rnenggunakan nomor urut dalarn 1 (satu) tahun kalender.

(3) Nomor dan tanggal Naskah Dinas peraturan Rektor, peraturan Majelis Wali
Amanat, peraturan Senat Akademik, keputusan Rektor, keputusan Majelis Wali
Amanat, keputusan Senat Akademik, instruksi, nota kesepahaman, perjanjian
kerja sama dalam negeri, perjanjian internasional dan surat edaran yang
ditandatangani atas nama Rektor dilakukan oleh unit yang mengurusi hukum.

(4) Nomor, tanggal, dan penggunaan NIP/NPP pada Naskah Dinas keputusan Rektor
mengenai kepegawaian dilakukan oleh unit kerja yang membidangi sumber daya
manusia di Direktorat yang mengurusi sumber daya manusia.

(5) Nomor Naskah Dinas pada prosedur operasional standar diatur sesuai dengan
ketentuan peratl-lran perundang- undangan terkait.
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Pasal 39
(1) Pemberian kode Naskah Dinas dilakukan, baik yang ditujukan untuk unit

organisasi atau unit kerja di ITS maupun di luar ITS.
(2) Kode Naskah Dinas terdiri atas:

a. kode jabatan;
b. kode unit organisasi;
c. kode unit kerja; dan
d. kode hal.

(3) Kode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan identitas
jabatan dari pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

(4) Kode Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
identitas dari Unit Organisasi yang membuat atam mengeluarkan Naskah Dinas.

(5) Kode unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan
identitas dari unit kerja yang membuat atau mengeluarkan Naskah Dinas.

(6) Kode hal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d merupakan identitas yang
berisi materi pokok Naskah Dinas atau subjek Naskah Dinas.

(7) Pencantuman kode hal pada Naskah Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai klasifrkasi arsip.

(8) Kode Naskah Dinas tidak dicantumkan pada Naskah Dinas peraturan, dan
instruksi.

Pasal 40
Kode unit pusat, kode jabatan unit fakultas dan departemen diatur dalam peraturan
Rektor ini, sebagaimana dalam Bab II pada Larnpiran ini.

Pasal 4 1

(1) Pemberian kode Naskah Dinas dilakukan dengan ketentuan:
a. kode Naskah Dinas ditulis setelah nomor urut Naskah Dinas dengan urutan

kode jabatan atau kode Unit Kerja, kode B/T/R/SR, kode hal, dan tahun
pembuatan Naskah Dinas yang penulisannya masing-masing dibatasi dengan
garis miring;

b. pencantuman kode B/T/R/SR didasarkan pada klasifikasi keamanan surat,
kode B untuk surat biasa, kode T untuk surat terbatas, kode R untuk surat
rahasia, dan SR untuk surat sangat rahasia;

c. Naskah Dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh Rektor menggr.rnakan kode
jabatan;

d. Naskah Dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat unit kerja dengan
penyebutan a.n. menggunakan kode jabatan Rektor dibatasi tanda titik dan
diikuti kode Unit Kerja penandatangan Naskah Dinas;

e. Naskah Dinas yang ditandata.ngani oleh pejabat unit kerja di bawahnya
menggunakan kode Unit kerja penanda tangan Naskah Dinas, dibatasi tanda
titik, dan diikuti kode unit kerja asal Naskah Dinas; dan

f. Naskah Dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat unit kerja dengan
penyebutan a.n. menggunakan kode Unit Kerja dari pejabat yang
diatasnamakan, dibatasi tanda titik, dan diikuti kode unit kerja penanda
tangan Naskah Dinas.
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(2) Kode Naskah Dinas dan pemberian nomor sebagaimana tercantum dalam Bab II
pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor
ini.

Bagian Kelima
Penggunaan Kertas, Arnplop, dan Tinta

Pasal 42
(1) Kertas, amplop, dan tinta merupakan media atau sarana surat-men)rurat untuk

merekam informasi dalam komunikasi kedinasan.
(2) Penggunaan kertas, amplop, dan tinta sebagaimana tercantum dalam Bab II

huruf E pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Rektor ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf,

serta Kata Penyambung

Pasal 43
Penentuan jarak spasi dengan memperhatikan aspek keserasian, keindahan, dan
banyaknya isi Naskah Dinas dengan ketentuan:
a. jarak antara judul dan isi adalah dua spasi;
b. jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dan baris kedua adalah

satu spasi; dan
c. jarak tiap-tiap baris disesuaikan dengan keperluan.

Pasal 44
(1) Naskah Dinas menggunakan jenis huruf AnaI, Times Neut Roman, atau Bookman

OId Stgle dengan ukuran 11 (sebelas) atau 12 (dua belas).
(2) Penggunaan jenis huruf pada Naskah Dinas peraturan perundang-undangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penggunaan jenis huruf Naskah Dinas prosedur operasional standar sesuai

dengan isi dan ukuran dalam format prosedur operasional standar.

Pasal 45
(1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks

masih berlanjut pada halaman berikutnya.
(2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada akhir setiap

halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan
kata penyambung dan 3 (tiga) buah titik.

(3) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarnbil persis sama dari
kata pertama halaman berikutnya.

(4) Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis
bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama.

(5) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk
pergantian bagian.
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Bagian Ketujuh
Penentuan Batas/ Ruang Tepi

Pasal 46
Pengaturan ruang tepi untuk Naskah Dinas, sebagai berikut:
a. ru€rng tepi atas berjarak paling sedikit 1 (satu) spasi di bawah kepala Naskah

Dinas apabila menggunakan kepala Naskah Dinas atanr berjarak paling sedikit 2

cm (dua sentimeter) apabila tanpa kepala Naskah Dinas;
b. ruang tepi bawah berjarak paling sedikit 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dari

tepi bawah kertas;
c. ruang tepi kiri berjarak paling sedikit 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dari tepi

kiri kertas; dan
d. ruang tepi kanan berjarak paling sedikit 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dari

tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan
Nomor Halaman

Pasal 47
(1) Nomor halaman Naskah Dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut angka

Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan
tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor.

(2) Dikecualikan bagi halaman pertama Naskah Dinas yang menggunakan kepala
Naskah Dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

Bagian Kesembilan
Tembusan

Pasal 48
(1) Tembusan merupakan pemberitahuan kepada pihak lain atau pihak terkait yang

dipandang perlu mengetahui substansi Naskah Dinas.
(2) Ketentuan penggunaan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut:
a. tembusan hanya digunakan apabila Naskah Dinas memerlukan tembusan;
b. kata tembusan ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada awal kata

tanpa garis bawah diikuti tanda baca titik dua sejajar dengan pembuka
Naskah Dinas, di sebelah kiri bawah, dan sejajar dengan singkatan NIP/NPP
pejabat penandatangan;

c. pihak yang diberi ternbusan ditulis di bawah kata tembusan, dan apabila yang
diberi tembusan lebih dari satu diberi nomor urut dengan angka Arab sejajar
dengan kata tembusan;

d. pihak yang diberi tembusan tidak didahului singkatan Yth. atau diikuti frasa
sebagai laporan atau sebagai arsip.
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Bagian Kesepuluh
Lampiran

Pasal 49
(1) Jika Naskah Dinas memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi

nomor urut dengan angka Arab.
(2) Nomor halaman pada lampiran Naskah Dinas merupakan nomor lanjutan dari

halaman sebelumnya,

Bagian Kesebelas
Penggunaan Cap Institusi

Pasal 50
(1) Cap institusi terdiri atas:

a. cap jabatan; dan
b. cap dinas.

(2) Cap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan cap atau
stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu untuk memenuhi keabsahan
suatu Naskah Dinas dalarn melaksanakan tlrgas sesuai dengan jabatannya.

(3) Cap dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cap atau
stempel yang dipergunakan oleh setiap pejabat untuk memenuhi keabsahan
Naskah Dinas.

(4) Ketentuan teknis dan kewenangErn mengenai penggunaan cap institusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam contoh 23 pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Belas
Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas

t7

Pasal 5 1

(i) Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat Naskah Dinas dapat dilakukan
dengan persyaratan harus jelas menunjukkan jenis, materi, format Naskah
Dinas atau bagian mana dari Naskah Dinas tersebut yang disusun perubahan,
pencabutan, pembatalan, dan/ atau ra1at.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengubah bagian
tertentu dari Naskah Dinas yang dinyatakan dengan lembar perubahan.

(3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mencabut Naskah Dinas
tertentu karena bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, khusus, atau Naskah Dinas yang baru
ditetapkan.

(4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menyatakan bahwa
seluruh materi Naskah Dinas tidak diberlakukan lagi melalui pernyataan
pembatalan dalam Naskah Dinas yang baru.

(5) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perbaikan yang dilakukan
terhadap sebagian materi Naskah Dinas melalui pernyataan ralat dalarn Naskah
Dinas yang bartr.



Bagian Ketiga Belas
Hal yang Perlu Diperhatikan

Pasal 53
(1) Naskah Dinas yang ditujukan untuk beberapa tujuan, dibuat dengan ketentuan

sebagai berikut:
a. dapat digandakan;
b. Naskah Dinas dibuat dengan kertas yang menggunakan kepala Naskah Dinas

asli;
c. dapat menggunakan tanda tangan asli; dan
d. cap dinas asli.

(2) Tembusan Naskah Dinas dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dapat digandakan;
b. cap dinas asli; dan
c. diberi tanda cleck list (u) pada tujuan tembusan.

(3) Untuk arsip Naskah Dinas dibuat dengan kepala Naskah Dinas asli,
ditandatangan asli dan dicap asli.

Bagian Keempat Belas
Kelengkapan Naskah Dinas

(1)

(2t

Pasa1 54
Kelengkapan Naskah Dinas berupa disposisi.
Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan
dengan Naskah Dinas yang bersangkutan.
Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Rektor,
pemimpin unit kerja, mengenai tindak lanjut pengelolaan Naskah Dinas yang
ditulis secara jelas.
Penggunaan kertas bekas untuk mencetak disposisi tidak diperbolehkan.
Ketentuan teknis mengenai format disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam contoh 24 Larnpiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(3)

t4t
(s)

Pasal 52
Tata cara perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat pada Naskah Dinas dapat
dilakukan dengan cara:
a. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat Naskah Dinas yang bersifat

mengatur dilakukan dengan Naskah Dinas yang setingkat atau lebih tinggi;
b. pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan

adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas tersebut atau oleh pejabat
yang lebih tinggi kedudukannya;

c. ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan oleh pejabat
yang menanda-tangani Naskah Dinas.
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BAB IV
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 55
(1) Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas secara manual maupun elektronik

mempakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pejabat untr.rk menandatangani
Naskah Dinas sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kedinasan
yang melekat pada jabatannya.

(2) Kewenangan melaksanakan dan menandatangani Naskah Dinas antar unit yang
bersifat kebijakan, keputusan, atau arahan berada pada Rektor.

(3) Kewenangan melaksanakan dan menandatangani Naskah Dinas yang tidak
bersifat kebijakan, keputusan, atau arahan dapat dilimpahkan kepada pejabat
pimpinan unit kerja yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

(4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2\ tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 56
Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas sebagai berikut:
a. penggunaan garis kewenangan;
b. penandatanganan;
c. pengaturan paraf pada Naskah Dinas; dan
d. Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 57
(1) Penggunaan garis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a

jika Naskah Dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari
pejabat yang berwenang.

(2) Penandatanganan Naskah Dinas yang menggunakan garis kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan
4 (empat) cara sebagai berikut:
a. atas nama (a.n.);
b. untuk beliau (u.b.);
c. pelaksana tugas (Plt.); dan
d. pelaksana harian (Plh.).

(3) Ketentuan teknis mengenai penggunaan garis kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(4) Kewenangan yang diatur dalam Peraturan ini selain merujuk pada peraturan
tata naskah dinas, akan merujuk peraturan lain yang berlaku di lingkungan ITS.

Pasal 58
(1) Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

menandatangani terlebih dahulu dilakukan pembubuhan paraf.
(2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterkaitan,

memberikan koreksi/ r.rsr:lan, persetr.rjr-ran terhadap konsep Naskah Dinas serta
ikut bertanggung jawab atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.
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Pasal 59
(l) Pembubuhan paraf Naskah Dinas dilakukan dengan cara:

a. pembubuhan paraf secara hierarki; dan
b. pembubuhan paraf koordinasi.

(2) Pembubuhan paraf secara hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan ketentuan:
a. konsep Naskah Dinas dibuat rangkap dua;
b. Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,

konsepnya harus diparaf terlebih dahulu oleh pejabat unit kerja, dan/atam
pejabat di bawahnya yang ditunjuk/ bertugas menyiapkan konsep Naskah
Dinas; dan

c. paraf pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b dibubuhkan pada kolom
paraf yang berada di bawah nama pejabat penanda tangan.

(3) Pembubuhan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
untuk Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan dan memerlukan
koordinasi antar unit kerja maka pejabat yang berwenang dari unit terkait ikut
serta membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi.

BAB V
PENGAMANAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Klasifrkasi Keamanan

Pasal 6O

Naskah Dinas memiliki klasifikasi keamanan terdiri atas:
a. sangat rahasia;
b. rahasia;
c. terbatas; dan
d. biasa.

Pasal 61

Klasifrkasi keamanan sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 60 huruf
a jika, fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan keselarnatan negara.

Pasal 62
Klasifrkasi keamanan rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b jika:
a. Iisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat

mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya
nasional, ketertiban umum, dan ekonomi makro; dan/atau

b. informasinya bersifat sensitif baik bagi inslitusi maupun perorangan akan
menimbulkan kerugian yang serius terhadap pribadi Qtriuacgl, keuntungan
kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta mertsak kernitraan dan reputasi-
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Pasal 63
Klasilikasi keamanan terbatas dan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
huruf c dan d, sebagai berikut:
a. klasifikasi keamanan terbatas, jika fisik dan informasi apabila diketahui oleh

pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas
dan fungsi unit kerja dan atau pejabat/pribadi yang bersangkutan.

b. klasifikasi keamanan biasa, jika iisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak
membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

Pasal 64
(1) Naskah Dinas berklasifikasi sangat rahasia dan rahasia, hak akses diberikan

kepada:
a. Rektor;
b. pejabat lain yang telah diberikan izin;
c. pengawas internal/ eksternal; dan/ atau
d. aparat penegak hukum.

(2) Naskah Dinas berklasifikasi biasa, hak akses diberikan kepada semua tingkat
pejabat dan staf yang berkepentingan.

Bagian Kedua
Kategori Klasifikasi Penyampaian

Pasal 66
Penentuan kategori klasifikasi penyampaian Naskah Dinas terdiri atas:
a. kilat atau sangat segera;
b. segera; dan
c. biasa.

Pasal 67
Klasifikasi penyampaian kilat atau sangat segera sebagaimana dimaksud daiarn
Pasal 66 huruf a merupakan Naskah Dinas yang isinya harrs segera diketahui
penerima Naskah Dinas dan penyampaiannya atau penyelesaiannya harus
dilakukan pada kesempatan pertama atau secepat mungkin pada hari yang sama.
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Pasal 65
(1) Naskah Dinas berdasarkan klasifrkasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60 dan hak akses sebagaimana dimaksud dalam PasaL 64, diberikan kode
derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas Naskah Dinas.

(2) Selain diberikan kode derajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Naskah
Dinas berklasifikasi sangat rahasia dan rahasia menggunakan amplop rangkap
dua.

(3) Kode derajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode SR; dan
b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode R.



Pasal 68
Klasifikasi penyampaian segera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b
merupakan Naskah Dinas yang isinya harus segera diketahui oleh penerima Naskah
Dinas dan penyampaiannya atau penyelesaiannya dalam batas waktu 2 (dua) x (kali)
24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 69
Klasifikasi penyampaian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c
merupakan Naskah Dinas yang penyampaiannya atau penyelesaiannya menurut
urutan penerimaan Naskah Dinas.

Pasal 70
(1) Selain pemberian derajat klasifikasi keamanan pada Naskah Dinas digunakan

juga pemberian nomor seri pengaman dan pengamanan Naskah Dinas.
(2) Pemberian nomor seri pengaman dan pengamanan Naskah Dinas bertujuan

untuk mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan tertradap
keautentikan dan keaslian Naskah Dinas.

(3) Pengamanan Naskah Dinas dapat menggunakan metode teknis:
a. kertas khusus;
b. ut aterrnark; dar.
c. anti-fotokopi.

(4) Kertas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu kertas yang
memiliki nomor seri pengarnanan yang diatur tersendiri dan hanya diketahui
pihak-pihak tertentu.

(51 Watermark sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu pola pada kertas
yang muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat
dengan cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas.

(6) Anti-fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurr.f c yaitu suatu teknik
pengarnanan Naskah Dinas dengan garis atau gambar digital pada area tertentu
yang tersembunyi dan hanya akan nampak apabila dokumen ini difotokopi.

BAB VI
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Naskah Dinas Masuk

Pasal 71
Naskah Dinas masuk diterima dari orang, unit, atau instansi lain.
Penerimaan Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipusatkan di unit kerja yang mengurusi ketatausahaan ITS.
Penerirnaan Naskatr Dinas rnasr:k sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dianggap
sah jika diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerirna Naskah Dinas
di unit kerja yang mengurusi ketatausahaan ITS.

(1)

(2)

(3)
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Bagian Ketiga
Nomor Seri Pengaman dan Pengamanan Naskah Dinas



(4) Naskah Dinas masuk yang disampaikan
unit pengolah harus diregistrasikan
menyelenggarakan fungsi kesekretariatan.

Iangsung kepada pejabat atau staf
di masing-masing unit yang

Pasa172
Pengendalian Naskah Dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan:
a. penerimaan;
b. pencatatan;
c. pengarahan; dan
d. penyampaian.

Paragraf 1

Penerimaan

Pasal 73
Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 lruruf a, untuk Naskah Dinas
masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori
klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, terbatas dan biasa.

Paragraf 2

Pencatatan

Pasal74
(l) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 }luruf b dilakukan dengan

melakukan registrasi Naskah Dinas pada sarana pengendalian Naskah Dinas
masuk yang dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan.

(2) Registrasi Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. nomor uruu
b. tanggal penerimaan;
c. tanggal dan nomor Naskah Dinas;
d. asal Naskah Dinas;
e. isi ringkas Naskah Dinas;
f. unit kerja yang dituju; dan
g. keterangan.

(3) Sarana pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:
a. buku agenda; dan/ atam

b. agenda elektronik.

Paragraf 3

Pengarahan

Pasal 75
Pengarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 l:,uruf c dilakukan untuk:
a.. kategori sangat rahasia, ratrasia dan terbatas, disarnpaikan langsung kepada unit

pengolah atau pejabat yang dituju; dan/atau
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b. kategori biasa, dengan membuka, membaca, dan memahami keseluruhan isi dan

maksud Naskah Dinas untuk mengetahui unit pengolah atau pejabat yang akan
menindaklanjuti.

Paragraf 4
Penyampaian

Pasal 76
(1) Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal T2 huruf d dilakukan kepada

unit pengolah sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian atau lembar
disposisi Naskah Dinas.

(2) Bukti penyampaian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
informasi mengenai:
a. nomor urut pencatatan;
b. tanggal dan nomor Naskah Dinas;
c. asal Naskah Dinas;
d. isi ringkas Naskah Dinas;
e. unit kerja yang dituju;
f. waktu penerimaan; dan
g. tanda tangan dan nama penerirna di unit pengolah.

(3) Bukti penyampaian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa:
a. buku ekspedisi;
b. lembar tanda terima penyampaian; dan/ atau
c. lembar pengantar.

Bagian Kedua
Naskah Dinas Keluar

Pasal 77
Naskah Dinas keluar dikirim ke orang, unit, atau instansi lain.
Pengiriman Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diregistrasi oleh tata usaha unit kerja.
Sebelum dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Naskah
Dinas yang bersifat biasa sebelum dikirim harus dilakukan pemeriksaan
kelengkapan Naskah Dinas yang meliputi:
a. nomor dan tanggal Naskah Dinas;
b. cap dinas;
c. tanda tangan;
d. alamat yang dituju; dan
e. lampiran [iika ada).

(1)

(2)

(3)

Pasal 78
Pengendalian Naskah Dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan:
a- pencatatan;
b. penggandaan;
c. pengiriman; dan
d. penyimpanan.
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Paragraf I
Pencatatan

Pasal 79
(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan dengan

melakukan registrasi Naskah Dinas pada sara.na pengendalian Naskah Dinas
keluar.

(2) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat informasi:
a. nomor r.rrut;
b. tanggal pengiriman;
c. tanggal dan nomor Naskah Dinas;
d. tujuan Naskah Dinas;
e. isi ringkas Naskah Dinas; dan
f. keterangan.

(3) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:
a. buku agenda; dan/ atau
b. agenda elektronik.

Paragraf 2

Penggandaan

Pasal 8O

(1) Penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 hurufb dilakukan dengan
memperbanyak Naskah Dinas dengan sarana penggandaan yang tersedia sesuai
dengan kebutuhan.

(2) Penggandaan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah Naskah Dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(3) Penggandaan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kategori klasilikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia harus diawasi secara
ketat.

(4) Halaman pertama Naskah Dinas harus menggunakan kepala Naskah Dinas asli
dan penandatangan menggunakan cap basah.

Paragraf 3
Pengiriman

Pasal 81
(1) Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilakukan oleh unit

kerja dengan memasukan Naskah Dinas keluar ke dalam amplop dengan
mencantumkan:
a. alarnat lengkap;
b. nomor Naskah Dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan sangat

rahasia, rahasia, terbatas dan biasa; dan
c. pembubuhan cap dinas.
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(2) Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia
dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang
dituju dan pembubuhan cap dinas.

(3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut Naskah Dinas dapat dikirimkan secara
khusus dengan menambahkan tanda u.p (untuk perhatian) diikuti nama jabatan
yang menindaklanjuti di bawah nama jabatan yang dituju.

Paragraf 4
Penyimpanan

Pasal 82
(1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d dilakukan oleh

unit kerja dengan mendokumentasikan berupa sarana pengendalian Naskatr
Dinas dan arsip Naskah Dinas keluar.

(2) Arsip Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disimpan
merupakan Naskah Dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang
kewenangannya.

(3) Penyimpanan arsip Naskah Dinas keluar diberkaskan menjadi satu kesatuan
dengan Naskah Dinas keluar yang memiliki informasi atam subyek yang sama.

BAB VII
NASKAH DINAS ELETRONIK

Bagian Satr.r

Umum

Pasal 83
(1) Naskah dinas elektronik merupakan salah satu bentuk informasi kedinasan yang

terekam dalam media berbasis elektronik sebagai alat komunikasi yang dibuat
dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang.

(2) Naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam
rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses komunikasi dan distribusi
informasi di lingkungan ITS.

(3) Naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai

dengan kaidah-kaidah pembuatan naskah dinas sebagaimana telah diatur pada
Tata Naskah Dinas ini.

Bagian Dua
Penciptaan Naskah Dinas Elektronik
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Pasal 84
(1) Penciptaan naskah dinas elektronik dilakukan melalui proses pembuatan

dengan menggunakan media berbasis teknologi informasi.
(2) Media berbasis teknologi informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

rnenggunakan aplikasi persr.rratan elektronik yang disediakan oleh ITS.
(3) Penciptaan naskah dinas elektronik dilakukan dengan mernperhatikan

persyaratan pembuatan naskah dinas sebagaimana telah diatur pada Tata
Naskah Dinas ini.



Bagian Ketiga
Penandatangan Naskah Dinas Elektronik

Pasal 85
(1) Penandatangan naskah dinas elektronik merupakan bagian dari proses

pengesahan pembuatan naskah dinas elektronik.
(2) Penandatangan naskah dinas elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh pejabat berwenang yang diatur dalam matrik kewenangan
pembuatan naskah dinas.

(3) Penandatangan naskah dinas elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara elektronik melalui aplikasi persuratan elektronik yang
disediakan oleh ITS.

(4) Proses penandatangan naskah dinas elektronik sebagairnana dimaksud pada
ayat (3) menggunakan teknologi tanda tangan digital dan atau tanda tangan
elektronik dalam bentuk Quick Response Code Recognition (QR Code) yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah dinas ini.

(5) Penggunaan tanda tangan elektronik pada naskah dinas sebagaimana yang
dimaksud pada pasal (4) tidak perlu dibubuhkan cap jabatan maupun cap dinas.

(6) Pada kondisi tertentu dapat digunakan tanda tangan elektronik berupa hasil
pemindaian secara elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang.

(7) Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6)

dilakukan atas dasar persetujuan pejabat yang berwenang.
(8) Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6)

harus dilengkapi dengan cap dinas.
(9) Naskah dinas elektronik yang telah mengandung tanda tangan elektronik

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan (6) dianggap sebagai naskah
dinas elektronik yang sah.

Bagian Empat
Paraf Naskah Dinas Elektronik

Pasal 86
(1) Setiap naskah dinas elektronik yang sebeium dilakukan proses penandatangan

elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, diperlukan pemberian paraf
elektronik oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pemberian paraf elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan aplikasi persuratan elektronik yang disediakan oleh ITS.

(3) Pemberian paraf elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh minimal 2 (dua) pejabat dibawah pej abat penandatangan surat elektronik.

(4) Pemberian paraf elektronik dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
pemberian paraf pada naskah dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 59.
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Bagian Lima
Distribusi Naskah Dinas Elektronik

Pasal 87
(1) Distribusi naskah dinas elektronik merupakan proses penerimaan dan

pengiriman naskah dinas elektronik dalam rangka proses komunikasi dan
penyebaran informasi kedinasan di lingkungan ITS.

(2) Distribusi naskatr dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dilakukan dengan menggunakan media berbasis teknologi informasi melalui
aplikasi persuratan elektronik yang disediakan oleh ITS.

Bagian Enam
Disposisi Naskah Dinas Elektronik

Pasal 88
(1) Disposisi naskah dinas elektronik merupakan bagian tak terpisahkan dari

distribusi naskah dinas elektronik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56.
(2) Disposisi naskah dinas elektronik dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk

menyampaikan informasi kedinasan kepada pejabat terkait.
(3) Disposisi naskah dinas elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2),

bertujuan untuk menyampaikan arahan dan/atau tindak lanjut dari pejabat
yang berwenang kepada pejabat terkait.

(4) Disposisi naskah dinas elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2\

dilakukan dengan menggunakan media berbasis teknologi informasi berupa
aplikasi elektronik yang telah disediakan oleh ITS.

Bagian Tujuh
Keabsahan Naskah Dinas Elektronik

Pasal 89
Naskah dinas elektronik yang dalam proses penciptaannya memenuhi persyaratan
yang diatur dalam peraturan ini dianggap sebagai naskah dinas yang sah.

BAB VIII
NASKAH DINAS TERTENTU

Pasa-l 90
(1) Bagi unit atau tim yang belum diatur dalam Statuta serta Organisasi dan Tata

Kerja ITS, Rektor dapat membuat Tata Naskah Dinas Tertentu.
(2) Unit atau tim sebagaimana pada ayat (1) dibentuk oleh Rektor karena:

a. Penugasan dari Kementerian/ Pemerintah;
b. Pelaksanaan dari kerja sama; dan/atau
c. Kebutuhan ITS yang bersifat sementara.

(3) Tata Naskah Dinas Tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat
berlpa:
a. Struktur organisasi;
b. Kewenangan penandatanganan naskah dinas; dan
c. Kewenangan korespondensi.
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(4) Pembuatal Tata Naskah Dinas Tertentu sebagaimana pada ayat (1), dapat
ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9 1

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 1 Tahttn
2Ol7 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh
Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2Ol7 tertar^g Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 92
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
11 Januari 2022

STITUT TEKNOLOGI
OPEMBER,

Ac.
ASHARI

196510121990031003 V>_
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LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN ITS

TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I

SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Naskah Dinas Arahan
1. Naskah Dinas Pengaturan

a. Sistematika Prosedur Operasional Standar
Prosedur operasional standar terdiri atas bagian identitas dan bagran diagram
alir (flowchar!.
1) Bagian Identitas meliputi:

a) lambang ITS;

b) nomor prosedur operasional standar;
c) tanggal pembuatan;

d) tanggal revisi;
e) tanggal efektif;

f) pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat unit kerja;
g) judul prosedur operasional standar;
h) dasar hr.rkum;
i) keterkaitan;
j) peringatan;

k) kualifikasi pelaksana;

1) peralatan dan perlengkapan; dan
m)pencatatan dan pendataan.

2) Bagian Diagram Alir meliputi:
a) nomor langkah kegiatan;
b) uraian langkah kegiatan;
c) pelaksana;

d) mutu baku yang berisi kelengkapan, waktu, dan keluaran (outputl; dan
e) keterangan.
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a. Format prosedur operasional standar sebagaimana tercantum dalam
contoh I

CONTOH 1

a Bagian Identitas

b. Bagian Diagram Alir (flottchart)

Sistematika Surat Edaran

1) Kepala

Bagian kepala nota dinas terdiri atas:
a) kepala surat edaran menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan

dalam statuta, narna Kementerian, nama ITS, alamat, dan garis penutup
secara simetris;

b) kepala surat edaran unit kerja menggunakErn lambang ITS, nama
Kementerian, nama ITS, nama unit kerja, alamat, dan garis penutup secara
simetris.

2) Pembuka
Bagian pembuka surat edaran terdiri atas:
a) Frasa surat edaran

Frasa surat edaran ditulis dengan huruf kapital dan sirnetris dengan kepala
surat edaran.

t6--_.--_--______

c
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b) Nomor

Kata nomor ditulis dengan huruf kapital dan berisi nomor urut surat
edaran dan tahun pembuatan secara simetris dengan frasa surat edaran.

c) Tentang
Kata tentang ditulis dengan huruf kapital di bawah nomor dan simetris
dengan frasa surat edaran.

d) Tujuan surat edaran
Penulisan tujuan surat edaran didahului singkatan Yth., diikuti nama
jabatan yang dituju, dan ditulis di bawah sebelah kiri kepala surat edaran.

3) Dasar Hukum
Dasar hr.rkum berisi peraturan perundang-undangan yang mendasari
pembuatan surat edaran.

4) Isi

Bagian isi surat edaran terdiri atas:

a) latar belakang dibuatnya surat edaran;

b) materi pokok surat edaran; dan
c) kalimat penutup yang berisi perintah pelaksanaan surat edaran.

5) Kaki
Bagian kaki surat edaran terdiri atas:

a) tanggal surat edaran Rektor/Wakil Rektor ditulis di sebelah kanan bawah,
di bawah baris akhir isi surat edaran, dan didahului nama tempat
pembuatan;

b) nama jabatan pejabat yang menandatangani surat edaran ditulis di bawah
dan sejajar dengan tanggal surat edaran, menggunakan huruf kapital
pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma;

c) tanda tangan pejabat yang menandatangani surat edaran dibubuhkan di
antara nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi
paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan
konsep surat edaran tersebu|

d) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri
tanda tangan pejabat;

e) nama pejabat yang menandatangani surat edaran ditulis di bawah dan
sejajar dengan nama jabatan, serta menggunakarr. huruf kapital pada
setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis
bawah;

f) singkatan NIP/NPP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat
yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri
dengan tanda titik dan diikuti dengan nomor; dan

g) surat edaran yang ditandatangani oleh Rektor atau Wakil Rektor yang
merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak dibubuhi
NrP/NPP.

Format surat edaran sebagaimana tercantum dalam contoh 2.
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CONTOH 2

FORMAT SURAT EDARAN

KEMENTERIAN PENDIDiKAN, KEBUD,q.YAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPUI"T,E NOPEMBER
Kampus fIS Sukolilo-Surabaya 601 11

Telepor : 031-5994251-54, 5917?74, 5945472 (Huntiag)
fax : 031-5947264, 5950806

http:i iu'n rx,'-its-ac-id

SURAT EDARAN

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

Yth.

1

2

Dst.

Kampus ITS Sukolilo
Surabaya

Dasar Hukum : 1

2
3

dst.

Isi Surat Edaran

Tempat, tanggal..............
REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI

SEPULUH NOPEMBER

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA REKTOR

NIP/NPP.
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2. Sistematika Naskah Dinas Penetapan

a. Kepala

Bagian kepala nota dinas terdiri atas:

1) kepala penetapan ITS menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan dalam
statuta, nama Kementerian, nama ITS, alamat, dan garis penutup secara
simetris;

2) kepala penetapa! Majelis Waii Amanah (MWA) dan Senat Akademik (SA)
menggunakan lambang ITS, nama Kementerian, nama ITS, MWA/SA, alamat,
dan garis penutup secara simetris.

b. Judul
Bagian judul surat keputusan yang ditandatangani selain Menteri terdiri atas:

1) Nomor Keputusan

Nomor keputusan berisi nomor urut surat keputusan dalam l(satu) tahun
kalender, kode penetapan, dan tahun pembuatan.

2l Kata tentang

Kata tentang ditulis dalam huruf kapital secara simetris di bawah kata nomor.

3) Nama keputusan

Nama keputusan dibuat secara singkat dengan menggunakan 1 (satu) kata
atau frasa, tetapi secara esensial maknanya mencerminkan isi keputusan.

c. Pembuka

Pembuka surat keputusan terdiri atas:

1) Nama jabatan

Nama jabatan yang menetapkal surat keputusal ditulis dengan huruf kapital
secara simetris dan dia-khiri dengan tanda koma.

2) Konsiderans

Bagran konsiderals surat keputusaa terdiri atas:

a) kata menimbang, yaitu konsiderans y€rng memuat alasan atau tujuan atau
kepentingan atau pertimbalgan tentang perlu ditetapkannya keputusan; dan

b) kata mengingat, yaitu konsiderans yzrng memuat peraturan perundang-
undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan.

3) Diktum
Bagran Diktum surat keputusErn memuat kata memutuskal, menetapkan, dan
materi pokok keputusan dengan ketentuan:

a) kata memutuskan ditulis tanpa spasi dengan huruf kapital secara simetris
dan diakhiri dengan tanda titik dua;

b) kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicantumkan
sesudah kata memutuskan, sejajar dengan kata menimbang dan mengingat,
dan diakhiri dengan tanda titik dua;

c) setelah kata menetapkan, dicantumkan nama keputusan yang ditetapkan,
ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri tanda titik;

d) materi pokok keputusan tidak diuraikan dalam pasal, melainkan diawali
dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya
ditulis dengan huruf kapital; dan

e) dalam hal diktum kedua, ketiga, darr seterusnya mengacu kepada diktum
sebelumnya, kata diktum ditulis dengan huruf kapital pada awal kata.

4) Kaki

Bagian kaki surat keputusan terdiri atas:

a) tempat dan talggal ditetapkannya surat keputusan ditulis di sebelah kanan
bawah dan di bawah baris akhir isi surat keputusa:r serta diawali dengan kata
ditetapkan dan ditulis dengan huruf kapital pada awal kata;

5



b) namajabatan pejabat yang menetapkan surat keputusan ditulis dengan huruf
kapital, sejajar dengan kata ditetapkan, dan diakhiri dengan tanda koma;

c) tanda tarrgan dibubuhkan di antaia nama jabatan dan nama pejabat dengan
terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat di bawahnya yang
ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep surat keputusan tersebut;

d) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri
tanda talgan;

e) nama lengkap pejabat yang menetapkan surat keputusan ditulis dengaa huruf
kapital dal sejajar dengan nama jabatan tarpa mencantumkan gelar dan
NIP/NPP.

5) Lampiran (iika diperlukan)

6



CONTOH 3a

FORUAT SURAT I(EPUTUSAII REKTOR

I\STITT-T TEIi\OLOGI SEPf'LLH \OPE\IBER

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NoMoR.... /. /
TENTANG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. (dst)

Mengingat : 1

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG

KESATU
KEDUA
KE (dst)
KE (trkhir): Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di... . ... .......
pada tanggal..
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

REKTOR,

tanda tangan dan cap dinas

NAMA PEJABAT
NIP..............
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Coatoh 3b
I.ORIUAT SURAT KEPUTUSAN MA"IELIS WALI AIIANAT

e.{E

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAA]\I,
RISET, DAN TEKI{OLOGI

INSTITLTI TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
MA.JELIS WALI AMANAT
KaoErs ITS Sulolilo-Suabara 6011I

Id*: 03l-599425l-54, 5 727 4, 5945472 (Hulaing)
E : 03l-597264, 5950E06

hnp:/www.is.a-id

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NoMOR.... /. /....

TENTANG

MAJELIS WALI AMANAT,

Menimbang:

Mengingat : 1

2

MenetapKan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER TENTANG

KESATU
KEDUA
KE (dst)
KE (trkhir): Keputusan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di... .... .......
pada tangga-l..
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

tanda tarlgan dan cap dinas

NAMA PEJABAT
NIP.........

8
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Contoh 3c

FORMAT SURAT KEPUTUS,AN SENAT AKADEMIK

(.-&
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPT]LI'E NOPEMBER

SENATAKADEMIK
KuErs ITS Sulolilo-Surabayr 601 I I

Talraa- 03 l -5994251-54, 5947274, 5%5472 (HuotiDe)

ElL 03 l-5947264, 5950806
hqr://w,tr .it-ac.id

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMoR.... /. /....

TENTANG

SENAT AKADEMIK,

Menimbang : a. bahwa....

Mengingat : 1

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER TENTANG

KESATU
KEDUA
KE (dst)
KE (trkhir): Keputusa,n Senat Akademik Amanat ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di. .... ... . .....
pada tanggal..
SENAT AKADEMIK INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

tanda tangan dan cap dinas

9

NAMA P&'ABAT
NIP.......



Contoh 3d

FORMAT SURAT KEPUTUSAN DEIIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKI{OLOGI

INSTITL'T TEKNOLOGI SEPULUE NOPEMBER
FAI(TLTAS DESAIN KREA._-..TIT DAN BISMS DIGITAL

Kaoprs ITS Sulolilo-Su-abaya 601I I
Icl - 031-59942 51-54, 59472'14, 5945472 (Huatilg)

E?Iri 03l-5947264, 5950806

brp:/iwslr.its.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR.... /. /....

TENTANG

Mengingat : 1

2

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL
TENTANG

KESATU
KEDUA
KE (dst)
KE (trkhir): Keputusal Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di. ... . ... ......
pada tanggal..
DEKAN FAKULTAS DESAIN KREATIF
DAN BISNIS DIGITAL,

tanda tangan dan cap dinas

NAMA PEJABAT

NIP........

10
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Contoh 3e

FORMAT SURAT KTPUTUSAIT DIREKTUR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBL:DAYAAN,
RISET, DAN TEKI{OLOGI

INSTITT,"T TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DIREKTORAT RISET DAII PENGABDIAI{ PADA MASYARAKA'T

KaoPs ffs Sukolilo-Suzbqz 601I I
Iclrru- 03 r -599a2 51-54, 5947274, 5945472 (Huotiog)

Eaxi 031-5947264, 5950806
htp://q,ww.its.r.id

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR.... /. /....

TENTANG

DIREKTUR DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT,

Mengingat : I
2

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT TENTANG

KESATU
KEDUA
KE (dst)
KE (trkhir ): Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di.......... .. '.
pada tanggal..
DIREKTUR DIREKTORAT RISET DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT,

tanda tangan dal caP dinas

NAMA PEJABAT

NIP...........

11



3. Naskah Dinas Penugasan

a. Sistematika Surat Perintah

1) Kepala

Bagian kepala nota dinas terdiri atas:

a) kepala surat perintah menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan dalam
statuta, nama Kementerian, nama ITS, alamat, dan garis penutup secara
simetris;

b) kepala surat perintah unit kerja menggunakan lambalg ITS, nama
Kementerian, nama ITS, nama unit kerja, alamat, dan garis penutup secara
simetris.

2) Pembuka

Bagian pembuka surat perintah terdiri atas:

a) Frasa surat perintah

Frasa surat perintah ditulis di bawah kepala surat perintah dengan huruf kapital
secara simetris.

b) Nomor

Kata nomor ditulis sejajar dengan frasa surat perinta-h dan diawali dengan huruf
kapital. Nomor surat perintah berisikan nomor urut, kode surat, dan tahun
pembuatan surat.

c) Nama jabatan yang memberi perintah

Nama jabatan yang memberi perintah ditulis dengan huruf kapital secara
simetris dengan kata nomor.

3) Batang Tubuh atau Isi

Bagian batang tubuh atau isi surat perintah terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

a) konsiderans meliputi pertimbangan dan/ atau dasar pertimbalgan memuat
alasal ditetapkannya surat

perintah dan ketentual yang dijadikan laidasan ditetapkannya surat perintah
tersebut;

b) diktum dimulai dengan frasa memberi perintah, yang ditulis .dengan huruf
kapital dicantumkal secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri serta nama,
NIP/NPP, pangkat/golongan, darr jabatan pegawai yang mendapat perintah; dan

c) di bawah kata kepada ditulis kata untuk disertai perintah yang harus
dilaksanakan.

4) Kaki

Bagian kaki surat perinta-h terdiri atas:

a) tanggal surat perinta-h ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi
surat perintah, dan tanpa didahului nErma tempat pembuatan;

b) nama jabatan pejabat yang menandatangani surat perintah ditulis_di bawah dan
sejajar dengaltanggal surat perintah, menggunak€rn huruf kapital pada setiap
awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma;

c) tanda tangan pejabat yang menandatangani surat perintah dibubuhkan di' 
antara naria 3atitan dal nama pejabat, dengar terlebih dahulu dibubuhi paraf
oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep surat
perintah tersebut;

d) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengal menyentuh bagian sisi kiri tanda
tangan pejabat;

e) nama pejabat yang menaldatalgani surat perintah ditulis di bawah dan sejajar' dengan iama- jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal
kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah;

12



f) NIP/NPP ditulis di bawah dar sejajar dengan nama pejabat yarrg
menandatalgani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda
titik dan diikuti dengan nomor; dan

g) surat perintah yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat pimpinan tinggi
madya yang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak
dibubuhi NIP.
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cor{ToH 4
FORMAT SURAT PERINTAH

(0 DiSTITt.T TEI\-\OLOGI SEPt-Lt-H \OPE\IBER

SURAT PERINTAH

Nomor .... /. / ....

Dasar 1

2

MEMBERIKAN PERINTAH

Kepada

Untuk : 1

2

Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat

NIP.

t4

Tanggal...............



b. Sistematika Surat Tugas

1) Kepala

Bagian kepala nota dinas terdiri atas:

a) kepala surat tugas, menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan dalam
statuta, nama Kementeriaa, nama ITS, alamat, dan garis penutup secara
simetris;

b) kepala surat tugas unit kerja, menggunakan lambalg ITS, nama Kementerian,
nama ITS, nama unit kerja, alamat, dan garis penutup secara simetris'

2) Pembuka

Bagran pembuka surat tugas terdiri atas:

a) Frasa surat tugas

Frasa surat tugas ditulis di bawah kepala surat tugas dengan huruf kapital
secara simetris.

b) Nomor

Kata nomor ditulis sejajar dengan frasa surat tugas dan diawali dengan huruf
kapital. Nomor surat tugas berisikan nomor urut, kode surat, dan tahun
pembuatan surat.

3) Isi

Surat tugas dapat berbentuk lembaran surat maupun kolom. Surat tugas yang
berbentuk lembaran surat digu.nakan apabila pegawai dan/ atau seseorang yzrng

ditugasi berjumlah I (satu) atau 2 (dua) orang. Sedangkan surat tugas yang
berbintuk kolom apabila pegawai dan/ atau seseor€rng yang ditugasi lebih dari 2
(dua) orang.

a) Isi surat tugas yang berbentuk lembaran terdiri atas:

(1) Kalimat pembuka

Kalimat pembuka berisi latar belakang diberikannya tugas dan nama
jabatan pemberi tugas, diakhiri dengan tanda koma, serta ditulis di sebelah
kiri dan di bawah kata nomor.

(2) Nama

Nama ditulis di bawah dan sejajar dengan awal frasa nama jabatan pemberi
tugas.

(3) NIP/NPP

NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama.

(4) Pangkat dan golongan

Pangkat dan golongan ditulis di bawah dan sejqjar dengan NIP/NPP'

(5) Jabatan penerima tugas

Jabatan penerima tugas ditulis di bawah dal sejqiar dengan kata pangkat
dan golongal.

(6) Maksud, tanggal, dan tempat penugasan

Maksud, tanggal, dan tempat penugasan ditulis di bawah dan sejajar dengan
kata jabatan, serta didahului dengan kata untuk.

(7) Kalimat penutuP

Kalimat penutup merupakan kalimat yang mengakhiri isi surat tugas'

b) Isi surat tugas yang berbentuk kolom terdiri atas:

(1) Kalimat pembuka

Kalimat pembuka berisi latar belakang diberikannya tugas dan nama
jabatan plmberi tugas, diakhiri dengan tanda koma, serta ditulis di sebelah
kiri dal di bawah kata nomor.
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(2) Kolom isian surat tugas

Kolom isial surat tugas berisi nomor, nama, NIP/NPP, pangkat dal
golongan, serta jabatan yang diberi tugas, ditulis di bawah dan sejajar
dengan kalimat pembuka.

(3) Maksud, tanggal, dan tempat penugas€rn

Maksud, tanggal, dan tempat penugasan ditulis di bawah dan sejajar dengan
kolom isian surat tugas, serta didahului dengan kata untuk'

(4) Kalimat penutup

Kalimat penutup merupakan kalimat yang mengakhiri isi surat tugas'

4) Kaki

Bagian kaki surat tugas terdiri atas:

a)tanggalsurattugasditulisdisebelahkananbawah,dibawahbarisakhirisi' 
"u.ii tug"", dan tanpa didahului nama tempat pembuatan;

b) nama jabatan pejabat yang menandatalgani surat tugas ditulis di bawah dan

sejajar dengan tanggal surat tugas, menggunakal huruf kapital pada setiap

"*i 
Ut" fecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma;

c) tanda tangarr pejabat yang menandatangali lurat tugas dibubuhkar di antara

na]rla jabatan d"" "-";;;;i't"t, 
a"ttglt' terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh

;"r"b* t di bawahnya y"t'g aitt"'j'f /bertugas menyiapkan konsep surat tugas

tersebut;

d) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri

tanda tangan Pejabat;

e) nama pejabat yang menandatangani surat- tugas ditulis di bawah dan sejajar

dengan nama jabatan, ""tt" 
i""gg"nakan trurluf tapital pada setiap awal kata

tanp"a diapit dlngan tanda kurung dan tanpa garis bawah; dan

0NIP/NPPditulisdibawahdansejajar-dengannzunapejabatyang
menandatangani ""?i";;;g;Jtt 

d;"f kapital tanpa dia-khiri dengan

i""a" tiu. d; diikuti dengan nomor NIP/NPP'
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CONTOH 5a
FORMAT SURAT TUGAS YANG BERSENTUK LEMBARAN SURAT

I\STITf'T Tf Ii\OLOGI SEPLLT-H \OPE\IB[R

SURATTUGAS

Nomor... /... /... /.

(Kalimat pembuka)

nama

NIP/NPP

pangkat & go1.

jabatan

untuk tanggaI. ... .. ... di

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
membuat laporan.

Tanggal

Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat

NIP/NPP

t7



coI{ToH 5b

FORIIAT SURAT TUGAS YANG BERBENTUK KOLOM

I\STITLT TEKIiOLOGI SEPT'LIH \OPE\IBER

SURAT TUGAS

Nomor ...1.../.../

Kalimat pembuka

untuk ........... tanggal di

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakal dengan penuh talggung jawab dan
membuat laporan.

tanggal

Nama Jabatan,

tanda tarrgan dan caP dinas

Nama Pejabat

NIP/NPP.

JabatanNo. Nama, NIP/NPP, Pangkat,
dan Golongan

Tembusan:
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B. Naskah Dinas Korespondensi

t9

1. Sistematika Nota Dinas

a. Kepala

Bagian kepala nota dinas terdiri atas:

1) kepala nota dinas, menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan
dalam statuta, nEuna Kementerian, nama ITS, alamat, dan garis penutup
secara simetris;

2) kepala nota dinas unit kerja, menggunakan lambang ITS, nama
Kementerian, nama ITS, narna unit kerja, alamat, dan garis penutup secara
simetris.

b. Pembuka

Bagian pembuka nota dinas terdiri atas:

1) Frasa nota dinas

Frasa nota dinas ditulis di bawah kepala nota dinas dengan huruf kapital
secara simetris.

2) Nomor

Kata nomor ditulis sejajar dengan frasa nota dinas dan diawali dengan huruf
kapital. Nomor nota dinas berisikan nomor urut, kode surat, dan tahun
pembuatan surat.

3) Tujuan nota dinas

Ttrjuan nota dinas didahului dengan frasa yang terhormat disingkat Yth.,
ditulis di sebelah kiri dan di bawah kata nomor serta diikuti tanda titik dua.

4) Asal nota dinas
Asal nota dinas didahului dengan kata dari, ditulis di bawah dan sejajar
dengan singkatan Yth., dan diikuti tanda titik dua.

5) Hal nota dinas

Kata hal ditulis di bawah dan sejajar dengan asal nota dinas serta diikuti
tanda titik dua.

c. Isi

Bagran isi nota dinas terdiri atas:

1) Kalimat pembuka

Kalimat pembuka ditulis secara singkat dan jelas. Awal kalimat pembuka
nota dinas ditulis di bawah dan sejajar dengan kata hal

2) Isi pokok

Isi pokok merupakan uraian dari inti nota dinas.

3) Kalimat penutup

Kalimat penutup merupakan kalimat yang mengakhiri isi nota dinas.

d. Kaki

Bagian kaki nota dinas terdiri atas:

1)tanggal nota dinas ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir
kalimat penutup, dan tanpa didahului nama tempat pembuatan;

2) narna jabatan pejabat yang menandatangani nota dinas ditulis di bawah dan
sejajar dengan talggal nota dinas, menggunakal huruf kapital pada setiap
awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma;

3) tanda tangan pejabat yang menandatangani nota dinas dibubuhkan di
antara nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi
paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan
konsep nota dinas tersebut;



4) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh lagian sisi kiri
tanda tangan pejabat;

5) nama pejabat yang menandatangani nota dinas ditulis di bawah dan sejaj ar
dengan nama jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal
kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah;

6) NIP/NPP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang
menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan
tanda titik dan diikuti dengal nomor; dan

7) nota dinas yang ditandatangani oleh Rektor atau pejabat pimpinan tinggi
madya (Wakil Rektor, Direktur, Kepala Biro, Kepala Karrtor) yang merupakan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak dibubuhi NIP.

Format nota dinas sebagaimana tercantum dalam contoh 6.
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COIYTOH 5

FORMAT NOTA DINAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTIIUT TEKNOLOGI SEPTTLI,'E NOPEMBER
Kampus ffs Sukolilo.Surabaya 601 I I

Telepon : 03 I -59942 5 1 -5,1, 5947 27 4, 5 9.+5472 (Hunting)
Fax: 031-5947 264, 5950806

htlp:ii\rrrv. its- ac . rd

NOTA DINAS

Nomor .../.../.../...

Yth

Dari

Hal

(Kalimat pembuka)

Isi pokok

Kalimat
penutup.........

tanggal

Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Tembusan:

21

Nama Pejabat

NIP/NPP



2. Sistematika Surat Dinas

a. Kepala

Bagial kepala surat dinas terdiri atas:

1) kepala surat dinas menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan dalam
statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, alamat, dan garis penutup secara
simetris.

2) kepala surat dinas unit kerja menggunakan lambang ITS sebagaimana
ditetapkan dalam statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, nama unit kerja,
alamat, dan garis penutup secara simetris.

b. Pembuka

Bagian pembuka surat dinas terdiri atas:

1) Kata nomor

Kata nomor ditulis di sebelah kiri dan di bawah kepala surat dinas. Nomor
surat dinas berisikan nomor urut dalam I (satu) tahun kalender, kode Naskah
Dinas, dan tahun pembuatan surat. Nomor urut dalam 1 (satu) tahun kalender
tidak dikombinasikan dengan huruf.

2l Kata lampiran

Kata lampiran ditulis di bawah kata nomor dan menyebutkan jumlah lampiran.
Jumlah lampiran yang dapat ditulis dengan 1 (satu) atau 2 (dua) kata, ditulis
dengan huruf dan diawali dengan huruf kapital, dan tidak didahului atau
diikuti angka, sedangkan dengan 3 (tiga) kata atau lebih ditulis dengan
menggunakan aogka arab. Kata lampiran tidak ditulis apabila tidak ada yalg
dilampirkan.

3) Kata hal
Kata hal ditulis di bawah kata lampiran dan apabila tidak ada yang
dilampirkan, kata hal ditulis di bawah kata nomor. Hal berisikan inti atau
materi pokok surat dinas dan ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal
kata tanpa diberi tanda baca.

4) Tanggal surat dinas

Tanggal surat dinas ditulis di sebelah kanan sebaris dengan nomor surat dan
tidak diawali nama tempat pembuatan surat, kecuali surat dinas Rektor.

5) Tujuan surat dinas

Penulisan tujuan surat dinas didahului frasa yang terhormat disingkat Yth.,
kemudiaa nama j abatan atau nama orang yang dituju. Singkatan Yth. ditulis
sejqiar di bawah kata hal Nama tempat pada alamat yang dituju tidak
didahului kata depan di.

c. lsl
Bagial isi surat dinas terdiri atas:

1) Kalimat pembuka

Kalirnat pembuka surat dinas ditulis secara singkat dan jelas. Awal kalimat
pembuka surat dinas ditulis di bawah dan sejajar dengan tujuan surat dinas.

2) Isi pokok

Isi pokok merupakan uraian dari inti surat dinas. Penulisan isi surat dinas
tidak menggunakan singkatan atau akronim. Dalam hal penulisan isi surat
dinas harus menggunakan singkatan atau akronim, maka harus didahului
dengal kepaljangan dari singkatan atau akronim dan ditulis di alhir kata di
antara tanda kurung.

3) Kalimat penutup

Kalimat penutup merupakan kalimat yang mengakhiri isi surat dinas.



d. Kaki

Bagran kaki surat dinas terdiri atas:

1) nama jabatan pejabat yang menaldatangani surat dinas ditulis di bawah
sebelah kanan, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali
kata penghubung, dan diakhiri tanda koma;

2) tanda tangan pejabat yang menaldataagani surat dinas dibubuhkan di antara
nama jabatan darr nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh
pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep surat dinas
tersebut;

3) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri
tanda tangan pejabat;

4) nama pejabat yang menandatangani surat dinas ditulis di bawah dan sej ajar
dengan namajabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata
tanpa diapit dengan talda kurung dan tanpa garis bawah;

5) NIP/NPP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang
menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan
tanda titik dan diikuti dengan nomor;

Format surat dinas sebagaimana tercantum dalam contoh 7.



cor{ToH 7
FORUAT SURAT DINAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITM TEKNOLOGI SEPI'LT]E NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo-Suabaya 601I I

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945a72 Gllmdng)
Fax : 031-5947264, 59i0806

htq:liunrnv-its- ac - id

Nomor

Lampiran

Hal

| ...... 1..... /..../........ tgl, bln, thn

Yth

Kalimat
pembuka.

Isi surat.

penutup

Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Tembusan:

Nama Pejabat

NIP/NPP
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3. Sistematika Surat Undangan

Surat undangan dapat berbentuk lembaran surat maupun kartu.
a. Surat unda-ngal yang berbentuk lembaran surat terdiri atas:

1) Kepala

Bagran kepala surat undangan yalg berbentuk lembaran surat terdiri atas:

a) kepala undangan menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan dalam
statuta, nama Kementerial, nama ITS, alamat, dan garis penutup secara
simetris;

b) kepala undangan unit kerja menggunalan lambang ITS, nama
Kementerian, nama ITS, nama unit kerja, alamat, dan garis penutup secara
simetris.

2) Pembuka

Bagian pembuka surat undalgan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas:

(a)Kata nomor

Kata nomor ditulis di sebelah kiri dan di bawah kepala surat undangan.
Nomor surat undangan berisikan nomor urut dalam 1 (satu) tahun kalender,
kode Naskah Dinas, dan tahun pembuatan surat. Nomor urut dalam 1

(satu) tahun kalender tidak dikombinasikan dengan huruf.
(b)Kata lampiran

Kata lampiran ditulis di bawah kata nomor dan menyebutkan jumlah
lampiran. Jumlah lampiran yang dapat ditulis dengan 1 (satu) atau 2 (dua)
kata, ditulis dengan huruf dan diawali dengaa huruf kapital, dan tidak
didahului atau diikuti angka, sedangkan dengan 3 (tiga) kata atau lebih
ditulis dengan menggunakan angka arab. Kata lampiran tidak ditulis apabila
tidak ada yang dilampirkan.

(c)Kata hal

Kata hal ditulis di bawah kata lampiran dan apabila tidak ada yang
dilampirkan, kata hal ditulis di bawah kata nomor. Hal berisikan inti atau
materi pokok surat undangan dan ditulis dengan huruf kapital pada setiap
awal kata tanpa diberi tanda baca.

(d)Tanggal surat undangan

Tanggal surat undangan ditulis di sebelah kanan sebaris dengan nomor
surat dal tidak diawali nama tempat pembuatan surat.

(e)Tujuan surat und€rngan

Penulisan tujuan surat undangan didahului frasa yang terhormat disingkat
Yth., kemudian nama jabatan atau nama orang yang dituju. Singkatan Yth.
ditulis sejajar di bawah kata hal. Nama tempat pada alamat yang dituju
tidak didahului kata depar di.

3) Isi

Bagian isi surat undangan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas:

(a)Kalimat pembuka

Kalimat pembuka surat undarrgarr ditulis secara singkat dan jelas. Awal
kalimat pembuka surat undangal ditulis di bawah dan sejajar dengan
tujuan surat undangan.

(b)Isi pokok

Isi pokok surat undangan dalam bentuk lernbaran surat merupakan uraian
dari inti surat undangan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu,
tempat, dan acara serta dapat menyebutkan pemimpin rapat.

(c)Kalimat penutup

Kalimat penutup merupakan kalimat yang mengakhiri surat undangal.



4) Kaki

Bagian kaki surat undangan yang berbentuk lembaral surat terdiri atas:

(a)nama jabatan pej abat yang menandatangani surat undangan ditulis di
bawah sebelah kalan, menggunakan huruf kapital pada setiap awa.l kata
kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma;

(b)tanda tangan pejabat yang menandatangani surat undangan dibubuhkan di
antara nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi
paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep
surat dinas tersebut;

(c)cap jabatan atau cap dinas dibubuhkaa dengan menyentuh bagian sisi kiri
tanda tangan pejabat;

(d)nama pejabat yang menandatangani surat undangan ditulis di bawah dan
sejajar dengan nama jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap
awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan talpa garis bawah;

(e)NIP/NPP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang
menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan
tanda titik dan diikuti dengan nomor.

5) Hal-hal yang perlu diperhatikan
Pihak yang dikirimi surat pada surat undangan yang berbentuk lembaran surat
dapat ditulis pada lampiran surat undalgan yang berbentuk lembaran surat.

b. Surat undangan yang berbentuk kartu terdiri atas:

1) Nama jabatan yang mengu.ndang

Nama jabatan yang mengundang dapat ditambah frasa beserta suami/istri serta
ditulis secara simetris.

2) Isi

Isi surat undangal dalam bentuk kartu merupakan uraian dari inti surat
undangan dengan menyebutkan acara, hari, tanggal, waktu, dan tempat.

3) Kal<i

Kaki surat undangan yang berbentuk kartu diakhiri dengan ungkapan
permohonan hadir, konlirmasi jawaban, dan pakaian yang dikenakan.

4) Dalam penJ rsunzrn surat undangan berbentuk kartu dibuat juga surat
undangan berbentuk lembaran untuk keperluan arsip.

Pormat surat undangan dan lampirannya sebagaimana tercantum dalam contoh 8a
dan 8b.
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FORUAT SURAT UITIDANGIIIT YANG BERBIIITUK
LEUBARAN SURAT

6"tD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISE"T, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEIOYOLOGI SEPT'LT'E NOPEMBER
Kampus fIS Sukolilo-Surabaya 601 1 1

Telepoa : 031-5994251-54, 5947?74, 5945471 (Huntme)
Fzx : Q3l-5947264, 5950806

hup:1,'urrrr''.its-ac-id

Tg1, Bln, Thn

Hal

Yth

Kalimat Pembuka.

hari, tanggal

pukul

tempat

acafa

Kalimat Penutup

Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Tembusan:

Nama Pejabat

NIP/NPP
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coNToH 8b

FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN YANG

BERBENTUK LEMBARAN SURAT

Lampiral Surat
Nomor : ... . / .. . .. / ..... I .. .... ..

Tanggal

Yth

1

,
3. dst

2A



CONTOH 8c

FORMAT SURAT UNDANGAIT YANG BERBENTUK KARTU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISEI, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPT'LT]E NOPEMBER
Kanpus fIS Sukolilo-Swabaya 601 1 I

Telepon : 03 I -5 99.125 l -54, 5917 27 4, 5 945472 (lluating)
Fax : 031-5947264. 5950806

http:t,'n u.u,-its-ac -id

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

(beserta istri/suami)

mengharap dengan hormat kehadiral Bapak/Ibu/Saudara pada acara

hari tanggal pukul
bertempat di

1 . Harap hadir ....... menit Pakaian:

sebelum acara dimulai dan Pria

undalgal dibawa.

2. onfirmasi melalui telepon

Wanita
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C. Naskah Dinas Khusus

l. Sistematika Nota Kesepahaman

a. Kepala

Bagian kepala nota kesepahaman terdiri atas hal-hal sebagai berikut:
1) lambang ITS diletakkan di sebelah kiri dan lambalg kementerian atau

instansi lain diletakkan di sebelah kanan;

2) nama instansi yang melakukan kesepahaman ditulis dengan huruf kapital
dal diletakkan di bawah lambang negara atau lambang kementerian secara
simetris;

3) judul nota kesepahaman ditulis dengan huruf kapital darr diletakkan di
bawah nama instansi secara simetris; dan

4) kata nomor dari para pihak ditulis dengan huruf kapital di bawah judul nota
kesepahaman secara simetris.

b. Batang tubuh atau isi
Batang tubuh atau isi nota kesepahaman memuat kalimat pembuka, nama
pejabat yang melakukan kesepahaman, dan materi pokok kesepahaman atau
kesepakatan bersama yang ditualgkan dalam bentuk pasal.

c. Kaki

Kaki nota kesepahamal berisi nama dan tanda tangan para pihak yang
mengadakan kesepahamal dan para saksi jika dipandang perlu, serta
dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Format nota kesepahaman sebagaimana tercantum dalam contoh 9.

30



coltToH 9
FORUAT ITOTA IiTSEPAHAUAN

NOTA KESEPAHAMAN

larnbang
Pihak 2

ANTARA

DAN

TENTANG

NOMOR
NOMOR

Pada hari ini, ......, tanggal ......., bulan ........, tahun ........, bertempat di
bertanda tErngan di bawah ini
J'.................... :, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2..................... :, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

...'.., yang

Selanjutnya PIHAK KESATU, dal PIHAK KTDUA secara bersama-sama disebut
PARA PIHAI(, sepakat untuk mengadakaa Nota Kesepahaman dengan ketentuan
sebagai berikut

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pasa] ...
PENUTUP

PIHAK KESATU
Nama Jabataa,

PIHAK KEDUA
Nama Jabatan,

Materai,tanda tangan, dan
cap jabatan/dinas

Materai, tanda tangan, dan
cap jabatan/dinas

NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT

tambang I

Pihak I 
I



2. Sistematika Perjanjiar Kerja Sama Dalam Negeri

a. Kepala

Bagian kepala perjanjial kerja sama dalam negeri terdiri atas:

1) iambang ITS diletalkan di sebelah kiri dan lambang Kementerian atau instansi
lain diletakkan di sebelah kalan;

2l narna Unit Organisasi yang melakukan pe{anjian kerja sama dalam negeri
ditulis dengan huruf kapital diletakkan di ITS secara simetris;

3) nama ITS ditulis dengan huruf kapital diletakkan di bawah lambang ITS sesuai
dengan statuta secara simetris;

4) judul perjanjian kerja sama dalam negeri ditulis dengan huruf kapital
diletakkan di bawah nama instansi secara simetris; dan

5) kata nomor dari para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam
negeri ditulis dengan huruf kapital di bawah judul perjanjian kerja sama dalam
negeri secara simetris.

b. Batang tubuh atau isi

Batang tubuh atau isi perjanjian kerja sama dalam negeri memuat kalimat
pembuka, nama pejabat yalg melakukan perjanjian kerja sama dalam negeri, dan
materi pokok perjanjian kerja sama dalam negeri atau kesepakatan bersama yang
dituangkan dalam bentuk pasal.

c. Kal<i

Kaki perjanjian kerja sama dalam negeri berisi nama dan tanda tarrgan para pihak
yang mengadakan perjaljial kerja sama dalam negeri dal para saksi jika
dipandang perlu, serta dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Format perjanjian kerja sama dalam negeri sebagaimana tercantum dalam contoh 10.



CONTOH 9

FORUAT PER.'ANJIAIT I{ERA'A SA.MA DALAII NEIGERI

l,arnbang
Pihak I l,arnbalrg

Pihak 2

PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

ANTARA

DAN

TENTANG

NOMOR.

NOMOR.

Pada hari ini, ......, tanggal ......., bulan ........, tahun ........, bertempat di
bertanda tangan di bawah ini:
1 . . . .. .. .. . .... . ... . .. :, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

......, yang

2

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam negeri dalam bidang .........., yang
diatur dalarn ketentuan sebagai berikut.

Pasa-l 1

TUJUAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Pasal 2

RUANG LINGKUP SAMA DALAM NEGERI

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Pasal ...

PEI{YELESAIAN PERSELISIHAN
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selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA



Pasal ...

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan
memaksa (force majeure), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan
tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah
pihak.

(2) Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure) adalah:

a. bencana alam;

b. tindakan pemerintah di bidang frskal dan moneter; dan

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan

diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal ...

PENUTUP

PIHAK KESATU

Nama Jabatan,

PIHAK KEDUA

Nama Jabatan,

Materai,tanda tangan, dan

cap jabatal/ dinas

Materai, ta-nda tangan, dan

cap j abatan/ dinas

NAMA PEJABAT
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NAMA PEJABAT



3. Sistematika Surat kuasa
a. Kepala

Bagian kepala surat kuasa terdiri atas:

1) kepala surat kuasa menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan dalam
statuta ITS, nama Kementerial, nama ITS, alamat, dan garis penutup secara
simetris.

2) kepala surat kuasa unit kerja menggunakan lambang ITS sebagaimana
ditetapkan dalam statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, nama unit kerja,
alamat, dan garis penutup secara simetris.

b. Pembuka

Bagran pembuka surat kuasa terdiri atas:

1) Frasa surat kuasa

Frasa surat kuasa ditulis di bawah kepala surat kuasa dengan huruf kapital
secara simetris.

2) Nomor

Kata nomor ditulis di bawah dan sejajar dengan frasa surat kuasa serta diawali
dengan huruf kapital.

c. Batang tubuh atau isi
Bagian batang tubuh atau isi surat kuasa terdiri atas:

a) Kalimat pembuka

Ka-limat pembuka surat kuasa ditulis frasa yang bertanda tangan di bawah ini,
ditulis di sebelah kiri di bawah kata
nomor, diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda koma.

b) Isi

Bagian isi surat kuasa terdiri atas:

a) kata nama, jabatan, dan alamat pemberi kuasa ditulis sejajar dengan awal
frasa yang bertanda tangan di bawah ini;

b) frasa dengan ini memberi kuasa kepada ditulis di bawah dan sejajar dengan
kata alamat dan diakhiri dengan tanda koma;

c) kata nama, jabatan, dan alamat penerima kuasa ditulis sejajar dengan
awal frasa dengan ini memberikan kuasa kepada; dan

d) rincian kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa ditulis di bawah
dal sej4jar dengan kata alamat penerima kuasa serta didahului kata untuk.

e) Kalimat penutup

Kalimat penutup surat kuasa berisi frasa surat kuasa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

c) Kaki

Bagian kaki surat kuasa terdiri atas:

a) Tanggal surat kuasa
Tanggal surat kuasa ditulis di sebelah kanan bawah dan di bawah baris alhir
isi surat kuasa tanpa didahului nama tempat pemberian surat kuasa.

b) Frasa pemberi kuasa
Frasa pemberi kuasa ditulis di bawah dan sejajar dengan tanggal, serta
menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata.

c) Nama pemberi kuasa

Nama pemberi kuasa ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, serta
di bawah dan sejajar dengan frasa pemberi kuasa tanpa diapit tanda kurung
dan tanpa garis bawah.
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Format surat kuasa sebagaimana tercantum da-lam contoh 11.
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d) Singkatan NIP/NPP pemberi kuasa
Singkatan NIP/NPP pemberi kuasa ditulis dengan huruf kapital, di bawah dan
sejajar dengan nama pemberi kuasa, tanpa diakhiri dengan titik, dan diikuti
dengan nomor.

e) Meterai

Di antara frasa pemberi kuasa dan nama pemberi kuasa diberi meterai.
f) Tanda tangarr pemberi kuasa

Di antara frasa pemberi kuasa dan nama pemberi kuasa dibubuhi tanda
tangan pemberi kuasa.

g) Cap dinas atau cap jabatan

Cap dinas atau cap jabatan dibubuhkan dengan menyentuh bagian materai
dal tanda tangan pemberi kuasa.

h) Frasa penerima kuasa
Frasa penerima kuasa ditulis dengan huruf kapital pada setiap awar kata,
disebelah kiri bawah sejajar dengan kalimat penulup, dan sebaris dengan frasa
pemberi kuasa.

i) Nama penerima kuasa
Nama penerima kuasa ditulis tanpa diapit tanda kurung dan tanpa garis
bawah, ditulis sei{ar dengan frasa penerima kuasa, dan sebaris d.engan nama
pemberi kuasa.

j) Singkatan NIP/NPP penerima kuasa
Singkatan NIP/NPP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang
men:ndatangani, menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik dan
diikuti dengal nomor, dan ketentuan ini tidak berlaku untuk Me-nteri Rektor
dan pejabat pimpinar tinggi madya (Wal.il Rektor, Direktur, Kepala Biro, Kepala
Kantor) yang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

k) Tanda tangan penerima kuasa
Tanda tangan penerima kuasa dibubuhkan di antara frasa penerima kuasa dan
nama penerima kuasa.



coNToH 11

FORUAT SURAT KUASA

I\STITf'T TfK\OLOGI SEPLLLH \OPE]\IBf R

SURAT KUASA

Nomor..../..../ ..... / .....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

dengar ini memberikan kuasa kepada,
narna

jabatan

alamat

untuk

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakal sebagaimala mestinya.

tanggal

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

tanda tangan tanda tangan,materai, dan
cap jabatan atau cap dinas

Nama Penerima Kuasa
NIP/NPP

Nama Pemberi Kuasa

NIP/NPP

nama :

jabatan :

alamat :



4. Sistematika Berita Acara

a. Kepala

Bagran kepala berita acara terdiri atas:

1) kepala berita ac€rra menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan dalam
statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, alamat, dan garis penutup secara
simetris.

2) kepala berita acara menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan dalam
statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, nama unit kerja, alamat, dan garis
penutup secara simetris.

b. Pembuka

Bagian pembuka berita acara terdiri atas:

1) Judul berita acara tertulis dengan hurufkapital dan diletakkan secara simetris;
dan

2) Nomor berita acara ditulis dengan huruf kapital dan diletkkan secara simetris.

c. Batang tubuh
Bagian batang tubuh berita acra terdiri atas:

1) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang
membuat berita acara;

2) substansi berita acara;

3) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan

4) penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat dengan sebenar-
benarnya,

d. Kaki

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan penandatangan€rn nama
jabatan/pejabat dan tanda tarrgan para pihak dan para saksi.

Format berita acara sebagaimana tercantum dalam contoh nomor 12a, l2b, l2c.
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CONTOH 12a

FORMAT BERITA ACARA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITTIT TEI(NOLOGI SEPTJLT}E NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 6011 1

Tel€pon : 03 l -5 9942 5 1 -54, 5947 27 4, 59a5a72 (Hrmting)
Fax : 031-5947264, 5950806

htp :i/u'urw-its-ac.id

BERITA ACARA

Nomor ....../... .... / ...... /

Pada hari ini, .........., tanggal ........, bulan ........, tahun..... , kami masing-masing:
1. .......... (Nama Pejabat), (NIP/NPP dan Jabatan), selanjutnya disebut Pihak

Pertama, dan

2 ... (pihak lain) selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah
melal<sanakan

1

2. d,an seterusnya.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan

Dibuat di

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

tanda tangan tanda tangarl

Nama l,engkap Nama Lengkap

Mengetahui / Mengesahkan

Nama Jabatan

Tanda Tangan

Nama lengkap
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coI{ToH 12b

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPT,ILT'E NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo- Surabaya 601 1l

Telepon : 03 l -59942 5 1 -54, 59 47 27 4, 5945a72 (Huntiag)
F ax. : 03 l -5947 264, i950806

http :t,'wsw-its-ac -id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor

Pada hari ini, ............, tanggal
pemeriksa :

bulan tahun ............, saya/tim

1. Nama
NIP/NPP
Pangkat/Gol
Jabatan

2. Nama
NIP/NPP
Pangkat/Gol
Jabatan

Berdasar wewenang yang ada pada saya atau surat perintah nomor telah melakukan
pemeriksaan kepada :

Nama
NIP/NPP
Departemen
Fakultas
Karena yang bersangkutan diduga telah melakukal pelanggaran terhadap ketentuan
pasal...... angka..... huruf....... peraturan.......
1. Pertanyaal

Jawaban
2. Pertanyaaa

Jawaban

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakal sebagaimana
mestinya.

Yang diperiksa, Pejabat pemeriksa,
Nama Nama
NIP/NPP NIP/NPP
Tanda tanga-n Tanda tarlgaIl

dan cap dinas
Nama
NIP/NPP
Tanda tangan
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CONTOH 12c

FORUAT BIRITA ACARA SERAH TERIMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISE.T, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPI.ILI]E NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo-Surabava 601 l 1

Telepoo : 031-5994251-54 , 5947274, 5945472 (Huotrng)
Fax : Q31-5947264, 5950806

htp: ,srrr',its-ar,id

Pada hari ini, , tangga-l bulan ............, tahun kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP/NPP

Pangkat/Gol.

Jabatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

NIP/NPP

Paagkat/Gol.

Jabatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Isi Berita Acara Serah Terima

Penyebutan identitas hasil pekerjaan dan/ atau barang (pilih sesuai kebutuhan).
. Bahwa kondisi barang yang diserahkan tersebut dalam keadaan baik, sesuai

spesifrk, dan telah diperiksa oleh masing-masing pihak, sebagaimana terlampir
(untuk serah terima barang)

. Bahwa kondisi hasil pekerjaan yang diserahkan tersebut dalam keadaan baik,
sesuai spesifik, dan telah diperiksa oleh masing-masing pihak, sebagaimana
terlampir (untuk serah terima hasil pekerjaal)

. Bahwa sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka tanggung
jawab terhadap barang dan/ atau hasil pekerjaan dalam serah terima ini, menjadi
hak dan tanggung jawab pihak kedua.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengal sesungguhnya oleh kedua
pihak.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Tanda tangan Tanda tangan dan cap dinas

Nama pihak kedua Nama pihak pertama

4l

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :



a. Sistematika Surat Keterangan

b. Kepala

Bagian kepala surat keterangan terdiri atas:

1. kepala surat keterangan menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan
dalam statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, alamat, dan garis penutup
secara simetris.

2. kepala surat ketera.ngan menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan
dalam statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, nama unit kerja, alamat,
dan garis penutup secara simetris.

b. Pembuka

Bagian pembuka surat keterangal terdiri atas:

1. Frasa surat keterangan

Frasa surat keterangan ditulis dengan huruf kapital di bawah kepala surat
keterangan secara simetris.

2. Nomor

Kata nomor ditulis di bawah dan sej ajar dengan frasa surat keterangan serta
diawali dengan huruf kapital.

c. Batang tubuh atau isi

Bagran batang tubuh atau isi surat keterangan terdiri atas:

1. Kalimat pembuka

Kalimat pembuka surat keteralganditulis frasa yalg bertanda tangan di
bawah ini ditutis di sebelah kiri dan di bawah kata nomor, serta diawali dengan
huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma.

2. Isi

Bagran isi surat keterangan terdiri atas:

a. kata nama, NIP/NPP, pangkat dan golongan, serta jabatan yang
memberikan keterangan ditulis sejajar dengan awal frasa yang bertanda
tangan di bawah ini;

b. frasa dengan ini menerangkan bahwa ditulis di bawah dan sejajar dengan
kata jabatan serta diakhiri dengan tanda koma;

c. kata nama, NIP/NPP, pangkat dan golongarr, serta jabatan yang
diterangkan ditulis sejajar dengan awal frasa dengan ini menerangkan
bahwa; dan

d. isi keterangan ditulis sejajar dengan kata jabatan.

3. Kalimat penutup

Kalimat penutup surat keterangan berisi frasa surat keterangan ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

d. Kaki

Bagian kaki surat keterangan terdiri atas:

1. Tanggal surat keterangan

Tanggal surat keterangan ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris
akhir isi surat keterangan, darr tanpa didahului nama tempat pembuatan.

2. Nama jabatan yang menandatangani

Nama jabatan pejabat yang menandatangani surat keterarrgan ditulis di bawalt
dan sejajar dengan tanggal surat keterangan, menggunakan huruf kapital
pada setiap awa-l kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma.

42



3. Tanda tarlgarr

Tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keterangan dibubuhkan di
antara nama jabatan dan nama pejabat, dengar terlebih dahulu dibubuhi
paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep
surat keterangan tersebut.

4. Cap dinas atau cap jabatan

Cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri
tanda tangan pejabat.

5. Nama pejabat yang menandatangali
Nama pejabat yang menandatangani surat keterangan ditulis di bawah dan
sejajar dengan nama jabatan, serta menggunakal huruf kapital pada setiap
awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah.

6. Singkatan NIP/NPP pejabat yang menandatangani

Singkatan NIP/NPP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang
menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan
tanda titik dan diikuti dengal nomor.

Format surat keterangan sebagaimana tercantum dalam contoh 13.
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cor{ToH 13

I.ORMAT SURAT KTTERAITGAIT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITIIT TEKNOLOGI SEPT'LT'E NOPEMBER
(empus ITS Sukolilo-Surabaya 601l l

Telepon : 03 I -599425 1 -54, 59 47 27 4, 594547 2 (H,-trag)
F ax : 031 -5917 264. 5950806

http :i tirrrrr.its-ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor ... / ... / ... / ...

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama

NIP/NPP

Pangkat/Gol.

Jabatan

dengan ini menerangkan bahwa,

Isi Keterangan

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

tanggal

Nama Jabatan,

tanda tangan darr cap dinas

Nama Pejabat

NIP/NPP
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NIP/NPP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :



b. Sistematika Surat Pernyataan

i. Kepala

Bagian kepala surat pernyataan terdiri atas:

1. kepala surat pernyataErn menggultakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan
dalam statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, alamat, dan garis penutup
secara simetris.

2. kepeJa surat pernyataan menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan
dalam statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, nama unit keq'a, alamat, dan
garis penutup secara simetris.

ii. Pembuka

Bagian pembuka surat pernyataan terdiri atas:

1. Frasa surat pernyataan

Frasa surat pernyataan ditulis dengan huruf kapital di bawal kepala surat
pernyataan secara simetris.

2. Nomor

Kata nomor ditulis di bawah dan sejajar dengan frasa surat pernyataan serta
diawali dengan huruf kapital.

iii.Batang tubuh atau isi

Bagran batang tubuh atau isi surat pernyataan terdiri atas:

1. Kalimat pembuka

Kalimat pembuka ditulis frasa yang bertanda tangan di bawah ini, ditulis di
sebelah kiri dan di bawah frasa surat pernyataan, serta ditulis dengan huruf
kapital pada awal kata.

2. Isi

Bagian isi surat pernyataan terdiri atas:

a) kata nama, NIP/NPP, pangkat dan golongan, jabatan serta alamat yang
memberikan pernyataan ditulis sejajar dengan awal frasa yang bertanda
tangan di bawah ini; dan

b) isi pernyataan ditulis sejajar dengan kata alamat.

3. Kalimat penutup

Kalimat penutup berisi frasa surat pernyataaan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

iv.Kaki

Bagian kaki surat pernyataan terdiri atas:

1. Talggal surat pernyataan

Tanggal surat pernyataan ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris
akhir isi surat keteralgan, dan tanpa didahului nama tempat pembuatan.

2. Nama jabatan yang membuat pernyataan

Nama jabatal pejabat yang menaldatangani surat pernyataan ditulis di bawah
dan sejajar dengan tanggal surat keterangan, menggunakan huruf kapital
pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri talda koma.

3. Meterai

Meterai diberikan di antara nama jabatan dan nama pejabat yang
menandatangarli surat pernyataa.rr.

4. Tanda tangan

Tanda tangan pejabat yang menandatangani surat pernyataan dibubuhkan di
antara nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf
oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep surat
pernyataan tersebut.

45



5. Cap dinas atau cap jabatan

Cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri
tanda tangan pejabat.

6. Nama pejabat yang menandatangani surat pernyataan

Nama pejabat yang menandatangani surat pernyataan ditulis di bawah dan
sejajar dengan nama jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap
awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah.

7. Singkataa NIP/NPP pejabat yang menandatanga.ni

Singkatan NIP/NPP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang
menandatangali serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan
tanda titik dan diikuti dengan nomor.

8. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Rektor atau pejabat pimpinan
tinggi madya (Wakil Rektor, Direktur, Kepala Biro, Kepala Kantor) yang
merupakan pegawai pemerintah dengaa perjaajian kerja tidak dibubuhi NIP.

Format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam contoh 14.
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coNToH 14

FORMAT SURAT PERITTATAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT IEXNOLOGI SEPI'LI'E NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo.Surabaya 601I I

Telepon : 03 1 -59942 5 1 -5.1, 5947 27 4, 5945472 (Huntiag)
Fax : 031-5947264, 5950806

htp:; t\rrrr,-its-ac.id

SURAT PERIryATAAN

Nomor .../.../.../...

Yang bertanda tangarr di bawah ini,

nama

NIP /NPP
pangkat & go1.

jabatan

alamat

Isi Pernyataan

Surat pernyataaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

tarrggal

Nama Jabatan,

materai, tanda tangan, dan

cap dinas atau cap jabatan

Nama Pejabat

NIP/NPP
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c. Sistematika Surat Pengantar

i. Kepala

Bagian kepala surat pengantar terdiri atas:

l. kepala surat pengantar menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan
dalam statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, alamat, dan garis penutup
secara simetris.

2. kepala surat pengantar menggunakan lambalg ITS sebagaimana ditetapkan
dalam statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, nama unit kerja, alamat, dan
garis penutup secara simetris.

ii. Pembuka

Bagian pembuka surat pengantar terdiri atas:

1. Frasa surat pengantar

Frasa surat pengantar ditulis di bawah kepala surat pengantar dengal huruf
kapital secara simetris.

2. Nomor

Kata nomor ditulis di bawah dan sejajar dengan frasa surat pengantar dan
diawali dengan huruf kapital.

3. Tujuan surat
T\rjuan surat didahului dengan frasa yang terhormat disingkat Yth., ditulis di
sebelah kiri di bawah kata nomor, serta diikuti nama jabatan dan alamat yang
dituju tanpa didahului kata depan di.

iii.Bagian isi surat pengantai terdiri atas:

l. frasa bersama ini kami sampaikan diakhiri dengan tanda titik dua;

2. kolom yang berisi nomor, jenis dokumen/barang, jumlah, dan keterangan; dan

3. kalimat penutup.

iv. Kaki

Bagran kaki surat pengantar terdiri atas:

1. taaggal surat pengantar ditulis di sebelah kanan bawah dan di bawah baris
akhir isi surat pengantar, tanpa didahului narna tempat pembuatan;

2. narna jabatan pejabat yang menandatangani surat pengantar ditulis di
bawah dan sejajar dengan tanggal surat pengantar, menggunakan huruf
kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda
koma;

3. tanda tangan pejabat yang menandatangani surat pengartar dibubuhkan di
altara nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi
paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep
surat pengantar tersebut;

4. cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengal menyentuh bagian sisi kiri
tanda tangan pejabat;

5. nama pejabat yang menandatangani surat ditulis di bawah dan sejajar dengan
namajabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa
diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah;

6. singkataa NIP/NPP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang
menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengaa titik
dan diikuti dengan nomor.

7. frasa diterima tanggal, ditulis di sebelah kiri sejajar dengan kalimat penutup;
8. frasa jabatan penerima;
9. tanda tangan dan cap dinas;
1O. frasa nama penerima; dan
11. singkatan NIP/NPP penerima.

Format surat pengantar sebagaimana tercantum dalam contoh 15.

4A



coNToH 15

FORUAT SURAT PEITG/IIITAR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEIOYOLOGI SEPI'LT'E NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 601I I

Telepon : 03 l -599425 I - j4, 5947 27 4, 5945a72 (Huatiag)
F zx -. 03 l-5947 2U, 5950806

http:,i 1rtrtr,'-its-ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor ..../... /... /...

Yth

Bersama ini kami sampaikan:

No. rlenis Dokumen/Barang Jumlah

Kaliamat penutup

tanggal

Nama Jabatal,
tanda tangan dan cap dinas

Narna Pejabat

NIP/NPP

Diterima tanggal

Jabatan

tanda tangan dan cap dinas

Nama

NIP/NPP
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d. Sistematika Pengumuman

i. Kepala

B"gian kepala pengumuman terdiri atas:

1. kepala pengumuman menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan
dalam statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, alamat, dan garis penutup
secara simetris.

2. kepala pengumuman menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan
dalam statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, nama unit kerja, alamat, dan
garis penutup secara simetris.

ii. Pembuka

Bagran pembuka pengumuman terdiri atas:

1. Kata pengumumarl

Kata pengumumal ditulis dengan huruf kapital di bawah kepala pengumuman
secara simetris.

2. Nomor

Kata nomor ditulis di bawah dan sejajar dengan kata pengumuman serta diawali
dengan huruf kapital.

iii.Isi
Isi pengumuman berisi materi pokok yang diumumkan. Awal kalimat pada isi
pengumuman ditulis di sebelah kiri dan diawali dengan huruf kapital di bawah
kata nomor.

iv. Ka-ki

Bagian kaki pengumuman terdiri atas:

1, Tanggal pengumumzrn

Tanggal pengumum€rn ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi
pengumum€rn, dan tanpa didahului nama tempat pembuatan'

2. Nama j abatan yang membuat pengumuman

Nama jabatan pejabat yang menandatangani pengumuman ditulis di bawah dan
sejajar dengan tanggal Pengumuman, menggunakan huruf kapital pada setiap
awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma.

3. Tanda tarrgan

Tanda tangan pejabat yang menandatangani pengumuman dibubuhkan di
altara nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf
oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep
pengumum€rn tersebut.

4. Cap dinas atau cap jabatan

cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri
tanda tangan pejabat.

5. Nama pejabat yang menandatalgani pengumuman

Nama pejabat yalg menandatangani pengumuman ditulis di bawah dan sejajar
dengan nama jabatal, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata
tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah.

6. Singkatan NIP/NPP pejabat yang menandatangani

Singkatal NIP/NPP ditulis di bawah dan sejaj ar dengan nama pejabat yang
menandatangani serta menggunalan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda
titik dan diikuti dengan nomor.

Format pengumumzrn sebagaimana tercantum dalam contoh 16.
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coltToH 16

F.ORUAT PENGTIMIIMAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPTJLI,IE NOPEMBER
Kampus fTS Sukolilo-Surabaya 601 1 1

Telepon : 03 1 -5 99425 1-54, 5947 2'1 4, 594 5472 (Huntllle)
Fax : 031-5947264, 5950806

httg:,i /rl.$\'-its-ac-id

PENGUMUMAN

Nomor ..../..../...../

Surat pernyataaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

tanggal

Nama Jabatal,

tanda tangan, dan

cap dinas

Nama Pejabat

NIP/NPP
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D. Naskah Dinas Lainnya
1. Sistematika Notula

a. Kepala

Bagian kepala notula terdiri atas:

1) kepala notula menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkal dalam
statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, alamat, dan garis penutup secara
simetris.

2) kepala notula menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkan dalam
statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, narna unit kerja, alamat, dan garis
penutup secara simetris.

b. Pembuka

Pembuka notula berisi kata notula dan ditulis dengan huruf kapital secara
simetris.

c. Batang tubuh atau isi

Bagran batang tubuh atau isi notula terdiri atas:

1) nama rapat;

2l }:ari dan tanggal rapat;

3) waktu rapat;

4) tempat;

5) susunan acara rapaU

6) pimpinan rapat;

7) pencatat/notulis; peserta rapat;

8) persoalan yang dibahas;

9) tanggapal peserta rapat; dan

10) simpulan.

d. Kaki

Bagian kaki notula terdiri atas:

1) Nama jabatan

Nama jabatan pemimpin rapat ditulis di sebelah kanan bawah, menggunakan
huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri
tanda koma.

2) Tanda tangan

Tanda tangan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat, dengan
terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat bawahnya yang ditunjuk/bertugas
menyiapkan konsep notula tersebut.

3) Nama pejabat

Nama pejabat ditulis di bawah dan sejajar dengan nama jabatan, serta
menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tarrda
kurung dan tanpa garis bawah.

4) Singkatan NIP/NPP

Singkatan NIP/NPP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang
menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan
tanda titik dal diikuti dengan nomor.

Format notula sebagaimana tercantum dalam contoh 17.



coNToH 17

FORMAT NOTULI\

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT IEKNOLOGI SEPULT'E NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo- Surabaya 60111

Telepon : 03 1 -599425 1-54. 59 47 27 4. 59,{5472 (Hunting)
Fa : 031-5947264, 59i0806

hnp:iiurrn.its-ac-id

NOTULA

Nama rapat

Hari, Tanggal

Pukul
Tempat

Susunalt acara 1

2. dan seterusnya

Pemimpin rapat :

Peserta rapat

1. Persoalan yang dibahas

2. Tanggapan Peserta Rapat

3. Simpulan

Nama Jabatan,

Tanda tangal,

Nama Pejabat

NIP/NPP
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2. Sistematika Laporan

a. Kepala

Bagian kepala laporan terdiri atas:

l)kepala laporan menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkal dalam
statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, alanl:at, dal garis penutup secara
simetris.

2) kepala laporan menggunakan lambang ITS sebagaimana ditetapkal dalam
statuta ITS, nama Kementerian, nama ITS, nama unit kerja, alamat, dan garis
penutup secara simetris.

b. Pembuka

Bagian pembuka laporal terdiri atas:

1) kata laporan ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

2) judul laporal ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
c. Isi

Bagian isi laporan terdiri atas:

1) pendahuluan;

2) kegiatan yalg dilaksanakan;

3) hasil yang dicapai; dan

4) penutup.

d. Kaki

Bagian kaki laporal terdiri atas:

1) Tanggal pembuatan laporan

Tanggal laporan ditulis di sebelah kanal bawah, di bawah baris akhir isi
laporan, dan didahului nama tempat pembuatan.

2) Nama jabatal pembuat laporan

Nama jabatan pejabat yalg menandatangani laporan ditulis di bawah dan
sejajar dengan tanggal laporal, menggunakan huruf kapital pada setiap awal
kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma.

3) Tanda tangan

Tanda tangan pejabat yang menandatangani laporan dibubuhkan di antara
nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh
pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkal konsep laporal
tersebut.

4) Nama pejabat yalg membuat laporan

Nama pejabat yang membuat laporan ditulis di bawah dan sejajar dengan nama
jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit
dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah.

5) NIP/NPP pejabat pembuat laporan

Singkatan NIP/NPP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang
menandatangani serta menggunakan huruf kapital talpa diakhiri dengan
tanda titik dan diikuti dengan nomor.

Format laporan sebagaimana tercantum dalam contoh 18.
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cor{ToH 18

FORUAT LAPORAIT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITTIT TEKNOLOGI SEPTJLI'E NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 601 11

Telepon : 03 1 -599425 1 -5 4, 59 47 27 4. 5945 47 ? (Huntmg)
Fax : 031-5947264, 5950806

hap: ius.rr,-its-ac.id

LAPORAN

TENTANG

A. Pendahuluan

1. Latar Belalang
2. Dasar

3. Ruang Lingkup

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

C. Hasil yang Dicapai

D. Penutup

Nama Jabatan Pembuat Laporan,

Tanda tangan

Nama pejabat yang membuat laporan

NIP/NPP



3. Sistematika Telaah Stal

a. Kepala

Bagran kepala telaah sta-f terdiri atas:

1)judul telaah staf diletakkan secara simetris di tengah atas; dan

2) uraian singkat tentang permasalahan.

b. Batang Trrbuh

Bagian batang tubuh telaah staf terdiri atas:

1) persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yErng
akan dipecahkan;

2) praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang
ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan
kemungkinan terjadi di masa yang akarr datang;

3) fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang merupakal landasan
analisis dan pemecahan masalah;

4) analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya,
hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara
bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan;

5) simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan pilihan cara
bertindak atau jalan keluar; dan

6) tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau
usul tindakan untuk mengatasi persoalal yang dihadapi.

c. Kaki

Bagian kaki telaah staf ditempatkan di sebelah kalan bawah, yang terdiri dari:

1) nama jabatan pimbuat telaah staf, ditulis dengal huruf awal kapital;

2) tanda tangan;

3) nama lengkap tanpa mencantumkan NIP/NPP dan cap dinas; dan

4) daftar lampiran fiika diperlukan).

Format telaah staf sebagaimana tercantum dalam contoh 19.
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Contoh 19

FORMAT TELAAH STAF

TELAAH STAF TENTANG

Kepada

Dari

Tanggal

Lampiran

Hal

I. Persoalan

Bagran persoalan memuat pemyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang
akan dipecahkan.

II. Praanggapan

Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling
berhubungan sesuai dengal situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan
kejadian dimasa mendatang

III. Fakta-Fakta yarlg mempengaruhi

Bagian fakta yarlg mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan alalisis
dan pemecahan persoalan.

IV. Analisis

Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapErn dan fakta terhadap persoalan
serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan
atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan

V. Simpulan

Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara bertindak
atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi.

VI. Saran

Bagran saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk
mengatasi persoalan yang dihadapi.

Nama Jabataa Pembuat Telaah Staf,

Tanda Tangan

Nama Lengkap
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NO UNIT KERJA KODE
A MAJELIS WALI AMANAT

1 Ketua Majelis Wali Amanat IT2.X

2 Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat IT2.X. 1

B SENAT AKADEMIK
1 Ketua Senat Akademik r t2.xr
2 Sekretaris Senat Akademik rT2.Xr.1

I R"EKTORAT

1 Rektor tT2

2 Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

3 Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana
Prasarana rt2.l

4 Wakil Rektor Bidang SDMO, dan Teknologi dan Sistem
Informasi IT2.IT1

5 Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama dan Kealumnian IT2.IV

II SEKRETARIS INSTITUT
Sekretaris Institut IT2.VII

2 IT2.VII.1

Kepala Unit Komunikasi Publik rT2.V\.2

4 Kepala Subunit Promosi dan Citra Institusi tT2.V7t.2.t

5 Kepaia Subbagian Humas dan Protokoler 1T2.VII.2.2

Kepala Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko IT2.VII.3

7 Kepala Subbagian Layanan Hukum IT2.VII.3.1.1

8 Kepala Subunit Pengelolaan Risiko rT2.V\.3.2

9 Kepala Subbagian Administrasi Sekretaris Institut 1T2.V\.4

10 Kepaia Subunit Pengelolaan Kinerja IT2.VII.I. 1

11 Kepa1a Subunit Pengendalian Program rT2.VII.t.2

III DIREI(TORAT KEMITRAAN GLOBAL

I Direktur Kemitraan Global IT2.VIII

2 IT2.VIII.1

Manajer Senior Kerjasama Internasional tT2.V\r.2

Manajer Senior Umsan World Class University IT2.VIII.3

5 Kepala Subbag Program Internasionalisasi IT2.VIII.4

DIREKTORAT PENDIDIKAN

1 Direktur Pendidikan t"t2.1.1

Wakil Direktur Pendidikan IT2.I.1.1

Kepala Subdirektorat Koordinasi Perkuliahan Bersama IT2.I.1.1.1

4 Kepa1a Subdirektorat Admisi tT2.t.1 . | .2

5 Kepala Bagian Layanan Pendidikan IT2.I.1.3. 1

6 Kepala Subbagian Layanan Registrasi Data Pendidikan IT2.I.1.3. 1. 1

5a

BAB II
PEMBUATAN KODE IiIASKAH DINAS

1. Kode Jabatan Unit Pusat

r t2.t

1

Kepala Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program

6

Manajer Senior Promosi dan Mobilitas Internasional
.)

4

TV

2

J



7 Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan 1T2_r.1 .3.1 .2

v DIRTKTORAT PASCASARJANA DAN PENGIMBANGAN
AKADEMIK

i Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik 1T2.1.2

2 Kepala Subdirektorat Pendidikan Pascasarjana dan Profesi rT2.r.2.t
J Kepala Subdirektorat Kerjasama Akademik rT2.r.2.2

4 Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik 1T2.r.2.3

5 Kasie Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum tT2.r.2.3.t
VI DIREKTORAT KEMAHASISWAAN

1 Direktur Kemahasiswaan tT2.t.3

2 Kepala Subdirektorat Pengembangan Kewirausatraan dan Karir IT2.I.3.1

3 Kepala Seksi Pengelolaan Magang Industri IT2.I.3. 1. 1

4 Kepala Seksi Bimbingan Konseling dan Kewirausahaan tT2.t.3.L.1.2
5 Kepala Subdirektorat Pengembangan Kemahasiswaan t"t2.t.3.2
6 Kepala Seksi Pengembangan Talenta rT2.t.3.2.t
7 Kepala Seksi Pengembangan Karakter 1T2.1.3.2.2

8 Kepala Bagian Layanan Mahasiswa IT2.L3.3

9 Kepala Subbagian Layanan Data Kemahasiswaan IT2.r.3.3.1

10
Kepala Subbagian Layanan Beasiswa dan Kesejahteraan
Mahasiswa 1T2.t.3.3.2

VII DIRIKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1 IT2.II.1

2 Wakil Direktur Perencanaan t12.1.1.4
Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran IT2.II. 1.1

4 Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran IT2.II.l.1.1
5 Kepala Subbagian Pengendalian Anggaran tT2.rr.7.r .2

6 Kepala Subdirektorat Perencanaan Sarana Prasarana dan
Logistik tT2.tr.7.2

7 IT2.II. 1.3

a Kepala Subbagian Pengawasan Pembangunan Sarana
Prasarana rT2.rr. 1.3.1

9 Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) rT2.l.2

vIII DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

1 Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi IT2.III.1

tT2.I]t.t.4
J IT2.III. 1.1

4 Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Evaluasi Sumber
Daya Manusia IT2.ITI.I,2

5 Kepala Bagian Layanan Kepegawaian IT2.III. 1.3

6 Kepala Subbagian Layanan Kepegawaian Dosen IT2.III. 1.3.1

7 rT2.trr.L.3.2
IX DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

I Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi rT2.tlr.2
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Direktur Perencanaan dan Pengembangan

Kepala Subdirektorat Pengawasan Implementasi Master Plan

2 Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Evaluasi Organisasi

Kepala Subbagian Layanan Kepegawaian Tenaga Kependidikan



Kepala Subdirektorat Infrastruktur dan Keamanan Teknologi
Informasi Komunikasi tT2.r\.2.1

3 Kepala Subdirektorat Aplikasi dan Platform Digital
IT2.IV. 1. 1.7.
I

4 Kepala Seksi Implementasi Keintegrasian Aplikasi tT2.[t.2.2.r
Kepala Subdirektorat Pengelolaan Teknologi Big Data IT2.lrr.2.3

6 Kepala Subdirektorat Layanan Teknologi dan Sistem Informasi
dan Implementasi Teknologi Cerdas 1T2.rI].2.4

7 Kepala Seksi Hubungan Pelanggan dan Perencanaan Bisnis rT2.trr.2.4.r
x DIREITTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1 Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat IT2.IV. 1

Kasubdit Riset dan Publikasi Ilmiah IT2.IV. 'I .I
Kepala Pusat Penelitian Manufaktur,Transportasi dan Logistik IT2.IV. 1. 1. I

4 Wakil Kepala Pusat Penelitian Manufaktur, Transportasi dan
Logistik

IT2.IV. 1.1.1.
1

5 Kepala Pusat Penelitian Infrastmktur dan Lingkungan
Berkelanjutan

IT2.IV. 1.1.1
o

6 Wakil Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Lingkungan
Berkelanjutan

IT2.rV.1.1.1
o. 1

7 Kepala Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Sistem Kontrol Otomotif
IT2.W. 1. 1. I
1

8 Kepala Pusat Unggulan IF,TEK (PUI) Keselamatan Kapal dan
Instalasi Laut

IT2.IV. 1.1.1
2

9 Kepala Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Mekatronika dan Otomasi
Industri

rT2.rv. 1. 1. 1
3

10 Kepala Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Kreatif
IT2.IV.1.1.1
4

11 1T2-rV.1-1.2

t2 Wakil Kepala Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan
tT2.r\1.L.t.2.
1

1.> Kepala Pusat Penelitian Teknologi Layanan Kesehatan Cerdas IT2.IV.l.1.3

74
Wakil Kepala Pusat Penelitian Teknologi Layanan Kesehatan
Cerdas

IT2.rV.1.1.3.
1

15 Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano rT2.tv.t.t.4

16 Wakil Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi
Nano

IT2.IV. 1. 1 .4.
1

77 Kepala Pusat Penelitian Teknologi Kota Cerdas dan Sistem
Pertahanan IT2.IV. 1.1.5

18
Wakil Kepala Pusat Penelitian Teknologi Kota Cerdas dan
Sistem Pertahanan

rT2.rv. 1.1.5.
1

19 IT2.IV. 1. 1 .6

20 Wakil Kepala Pusat Penelitian Agri-pangan dan Bioteknologi
IT2.IV. 1. I .6.
1

27
Kepala Pusat Penelitian Teknologi dan Kebijakan Pencegahan
Kebencanaan tT2.rv.t.7.7

22 Wakil Kepala Pusat Penelitian Teknologi dan Kebijakan
Pencegahan Kebencanaan

IT2.IV.L.L.7.
1

ZJ
Kepala Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Kernaritiman-
Kebumian IT2.IV. 1 . 1.8
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Kepala Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan

Kepala Pusat Penelitian Agri-pangan dan Bioteknologi



24 Wakil Kepala Pusat Penelitian Sains dan Teknologi
Kemaritiman-Kebumian

rT2.W.1.1.8.
I

25 Kepala Pusat Penelitian Sains Fundamental IT2.IV. 1. I .9

26 Wakil Pusat Penelitian Sains Fundamental
IT2.IV. 1. 1.9.
1

27 Kasubdit Pengabdian Kepada Masyarakat rT2.IV.t.2
28 Kepala Pusat Kajian Sustainable Deuelopment Goals lrSDGs/ IT2.rV.t.2.t

29 Wakil Kepala Pusat Kajian Sustainable Deuelopment Goals
(SDGsJ

tT2.rv.t.2.r.
1

30 Kepala Pusat Kaj ian Potensi Daerah dan Pemberdayaan
Masyarakat tT2.tv.r.2.2

31 Wakil Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan
Masyarakat

1T2.[V.1.2.2.
1

2a Kepala Pusat Kaj ian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri

JJ Wakil Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri
tT2.lV.1.2.3.
1

34 Kepala Pusat Kajian Halal tT2.IV.r.2.4

35 Wakil Kepa-la Pusat Kajian Halal
rT2.[V.L.2.4.
1

Kepala Pusat Kaj ian Teknologi Tepat Guna 1"t2.LV.1.2.5

J/ Wakil Kepala Pusat Kajian Teknologi Tepat Guna
1T2.[V.t.2.5.
1

38 Kepala Pusat Publikasi Ilmiah IT2.IV.r.2.6
39 Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan (DRpKM)

40 Kepala Subbagian
(DRPKM)

Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan
IT2.rV. 1.3. 1

)(I DIREKTO RAT INOVASI DAN KAWASAN SAINS TEI(NOLOGI
1 Direktu r Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi rT2.rv.2
2 Wakil Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi tT2.lV.2.7
3 Kepala Bagian Tata Usaha dan Ker.rangan (DIKST) lT2.IV.2.t.I

4 Kepala Subbag
(DTKST)

Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan tT2.IV.2.L.t.
1

5 Manajer Senior Inkubator dan Layanan Bisnis tT2.IV.2.t.2
Manajer Klaster
Design and Engi

Inovasi Kemaritiman /Kepala National Ship
neeing Center (NASDEC)

IT2.IV.2.t.2
1

7 Manaj er Klaster Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi,
dan Robotika

1T2.tV.2.t.2.
2

Manaj er Klaster Inovasi Otomotif (Auto motiue )
1T2.[V.2.L.2.
3

9 Manajer Klaster Inovasi Industri Kreatif (Creatiue Industry)
rT2.tv.2.t.2
.+

10 Manajer Senior Kantor Transfer Teknologi tT2.rv.2.t.3
11 Manajer Senior Akses Permodalan dan Kealumnian rT2.rv .2. t .4

XII DIREI(TORAT I(ERJASAMA DAN PENGELOLAAN USAHA
1 Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha IT2.IV.3

Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan (DKpU) IT2.IV.3.1

n Perbendaharaan dan Pelaala Subb ran Ke IT2.IV.3.1.1
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(DKPU)

4 Manajer Senior Pengelolaan Usaha Mandiri tT2.tv.3.2
5 Manajer Pusat Pelatihan dan Sertifikasi ITS tT2.tv.3.2.L
6 Manajer Fasilitas Umum ITS 1T2.tV.3.2.2

7 Manajer Percetakan ITS 1t2.Lv.3.2.3
8 Manajer Pusat Layanan Kesehatan ITS tT2.lV.3.2.4
I Manajer Bahasa dan Budaya ITS IT2.IV.3.2.5
10 Manajer Asrama ITS 1T2.rV.3.2.6
11 Manajer Fasilitas Olahraga ITS tT2.[V.3.2.7

Manajer Retail ITS IT2.rV.3.2-A
13 Manajer Senior Pengelolaan Kerjasama IT2.IV.3.3

XIII BIRO SARANA DAN PRASARANA
1 Kepala Biro Sarana dan Prasarana IT2.II.3
2 Kepala Bagian Pengelolaan Sarana dan Prasarana IT2.II.3.1
3 Kepala Subbagian Pemelihara Sarana rT2.II.3.1.1

4 Kepala Subbagian
Hijau

Pemeliharaan Prasarana dan Ruang Terbuka
IT2.\.3.7.2

5 Kepala Bagian l,ogistik dan Keamanan 1T2.1r.3.2
6 Kepala Satuan Keamanan Kampus 1T2.1r.3_2-7

7 Kepala Subbagian Layanan Logistik dan Transportasi rT2.11.3.2.2
xrv BIRO KEUANGAN

1 Kepala Biro Keuangan

2 Kepala Bagian Perbendaharaan tT2.tr.4.t
3 Kepala Subbagian Perbendaharaan APBN tT2.t.4.t.t
4 Kepala Subbagian Perbendaharaan Non pNBp tT2.It.4.t.2
5 Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1T2.r1.4.2
6 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Perpajakan 1T2.il.4.2.r
7 Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan 1t2.1t.4.2.2
8 Kepala Subbagian Inventarisasi Aset 1T2.rr.4.2.3

xv BIRO UMUM DAN REFORMASI BIROKRASI
I Kepala Biro Umum dan Reformasi Birokrasi IT2.III.3
2 Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital IT2.III.3.1
3 Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kesekretariatan rT2.rII.3. 1. 1

4 Kepala Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi Multimedia rT2.t11.3.1.2
Kepala Bagian Implementasi Reformasi Birokrasi tT2.1rr.3.2

6 Kepala Subbagian Pusat Layanan Terpadu rT2.IIr.3.2.L

7 Kepala Subbagian Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan
Lingkungan rT2.tll3.2.2

xvr PENGEMBANGAN SMART TICO CA]uPUSUNIT

1 Kepala Unit Pengembangan Smart Eco Campus tT2.tII.4
)rVII UNIT PENJAMINAN MUTU

I Kepa1a Kantor Penjaminan Mutu IT2,V
2 t Penjaminan Mutu Akademik dan KemahasiswaanKepala Uni IT2.V. 1
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3 Kepala Subbagian Administrasi Penjaminan Mutu rT2.V. 1.3

1t2.V.2

>rVII
I UNIT AUDIT INTERNAL

1 Kepala Kantor Audit Internal rT2.V\

2 Kepala Unit Audit Internal Keuangan dan Pengadaan IT2.VI.1

3 Kepa-la Unit Audit Internal Sarana Prasarana dan Kepegawaian 1T2.Vr.2

4 Kepala Subbagian Administrasi Audit Internal IT2.VI.3
xlK PERPUSTAKAAN

1 rT2.t.4
2 Kepala Subbagian Layanan dan Pengembangan (Perpustakaan) tT2.t.4.l
3 Koordinator Layanan Pemustaka
4 Koordinator Pengembangan Perpustakaan Digital 1T2.t.4.3

2. Kode Jabatan Unit Fakultas dan Departemen
No. UNIT KERJA KODE

FAKULTAS SAINS DAN ANALITIXA DATA
Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data IT2.IX. I
Wakil Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data IT2.IX. 1. 1

3 Kepa1a Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Analitika Data rT2.tx.t.2
4 Kepa-la Departemen Fisika IT2.IX.1.1.1
5 Sekretaris Departemen I Fisika IT2.IX. 1 . 1. 1. 1

6 Sekretaris Departemen II Fisika IT2.t)(.I.t.r.2
7 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Fisika IT2.IX.1.1.1.3
8 Kepala Program Studi Pascasarjana Fisika IT2.IX. 1.1.1.4
9 Kepala Departemen Matematika tT2-tx-l.r.2
10 Sekretaris Departemen I Matematika 1T2.[X.r.t.2.1.
11 Sekretaris Departemen II Matematika IT2.tX-7.1.2-2
72 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Matematika
1a Kepala Program Studi Pascasarjana Matematika
T4 Kepala Departemen Statistika
15 Sekretaris Departemen I Statistika rT2.IX. 1.1.3.1
16 Sekretaris Departemen II Statistika lT2.rx.t.t-3.2
t7 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Statistika rT2.IX. 1.1.3.3
18 Kepaia Program Studi Pascasarjana Statistika IT2.IX. 1. I .3.4

Kepala Departemen Kimia IT2.IX. 1_ 1 -4
20 Sekretaris Departemen I Kimia IT2.Ix. 1.1.4. I
2L Sekretaris Departemen II Kimia tT2.rx.L. r.4.2
22 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Kimia rT2.IX. 1.1.4.3
ZJ Kepala Program Studi Pascasarjana Kimia IT2.I)(.t.l.4.4
24 Kepala Departemen Biologi IT2.IX. 1 . 1.5
25 Sekretaris Departemen Biologi IT2.IX. 1.1.5.i
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26 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Biologi
27 Kepala Program Studi Pascasarjana Biologi rT2.rx. 1.1.5.3

Sekretaris II Departemen Biologi IT2.IX. 1.1.5.4
29 Kepala Departemen Aktuaria IT2.IX. I . 1.6
30 Sekretaris Departemen Aktuaria IT2.IX. 1.1.6.1

Kepa-ia Subbagian Tata Usaha Departemen Aktuaria rT2.1X.r.r.6.2
II FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
1 tas Teknologi Industri dan Rekayasa SistemDekan Fakul tT2.rx.2
2 Wakil Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem 1T2.t)<.2.7

Kepala Bagian Ta
Rekayasa Sistem

ta Usaha Fakultas Teknologi Industri dan

4 Kepala Departemen Teknik Mesin 1T2.rX.2.t.7
J taris Departemen I Teknik MesinSekre IT2.IX.2.1.1.1
6 Sekretaris Departemen II Teknik Mesin IT2.tX.2.r.r_2
7 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Mesin rT2.rx.2.t.t.3
8 Kepala Program Studi Pascasarjana Teknik Mesin 1T2.1)(.2.r.7.4
9 Kepala Departemen Teknik Kimia IT2.rX.2.r.2
10 taris Departemen I Teknik KimiaSekre 1T2.1x.2.1.2.t
11 Sekretaris Departemen II Teknik Kimia 1T2.1X.2.r.2.2
72 Kepala Subbagi art Tata Usaha Departemen Teknik Kimia tT2.rx.2.1.2.3
13 gram Studi Pascasarjana Teknik KimiaKepala Pro 1T2.t)<.2.r.2.4
t4 Kepala Departemen Teknik pisika tT2.1X.2.1.3
15 taris Departemen I Teknik FisikaSekre tT2.I){.2.r.3.t
16 taris Departemen II Teknik FisikaSekre 1T2.tX.2.7.3.2

Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Fisika IT2.IX.2.1.3.3
18 Kepala Program Studi Pascasarjana Teknik Fisika 1T2.tX.2.7.3.4
19 pala Departemen Teknik IndustriKe tT2.rx.2.t.4

taris Departemen I Teknik IndustriSekre 172.t)(.2.1.4.1
21 s Departemen II Teknik IndustriSekretari 1T2.1)<.2.r.4.2
22 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Industri 1T2.1X.2.I.4.3
z-) Kepala Program Studi Pascasarjana Teknik Sistem dan Industri 1T2.tX.2.1.4.4
24 Kepala Departemen Teknik Material rT2.tx.2.t.5
25 s Departemen I Teknik MaterialSekretari 1T2.t)(.2.7.5.1
26 s Departemen II Teknik MaterialSekretari

Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Material IT2.IX.2.1.5.3

2A Kepala Program Studi Pascasarjana Teknik Material dan
Metalurgi 1T2.rx.2.t.5.4

29 a Program Studi Sarjana Teknik panganKepal IT2.I)(.2.I.6
30 Sekretaris Program Studi Sarjana Teknik Pangan lT2.IX.2.r.6.t
III FAI(ULTAS TEKNIK SIPIL, PERENCANAAN, DAN KTBUMIAN

1 Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian

2 Wakil Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan
Kebumian IT2.IX.3.1
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Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan,
dan Kebumian fT2.rx.3.2

4 Kepala Departemen Teknik Sipil IT2.IX.3. 1. 1

c Sekretaris Departemen I Teknik Sipil IT2.IX.3. 1.1.1
6 Sekretaris Departemen II Teknik Sipil IT2.IX.3. 1.1.2
7 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Sipil
8 Kepala Program Studi Pascasarjana Teknik Sipil rT2.IX.3. 1. I .4
9 Kepala Departemen Arsitektur IT2.t)(-3.t.2
10 Sekretaris Departemen I Arsitektur r"t2.1x.3.7.2.1
11 Sekretaris Departemen II Arsitektur 1T2.1)(.3.r.2.2
T2 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Arsitektur rT2.tx.3.t.2.3
t-) Program Studi Pascasarjana ArsitekturKepala rT2.1){.3.t.2.4
l4 Departemen Teknik LingkunganKepala rT2.IX.3.1.3
15 s Departemen I Teknik LingkunganSekretari rT2.IX.3.1.3.1
t6 taris Departemen II Teknik LingkunganSekre rT2.rx.3.1.3.2
77 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Lingkungan IT2.rX.3.1.3.3
18 Kepala Program Studi Pascasarjana Teknik Lingkungan rT2.rx.3.1.3.4
19 epartemen Perencanaan Wilayah dan KotaKepala D lT2.IX.3.r.4
20 epartemen Perencanaan Wilayah KotaSekretaris D IT2.IX.3.1.4.1

2t Tata Usaha Departemen PerencanaanKepala Subbagian
Wilayah Kota rT2.IX.3.1.4.3

22 Kepala Departemen Teknik Geomatika rT2.rx.3.1.5
ZJ s Departemen I Teknik GeomatikaSekretari rr2.Ix.3.1.5.1
24 s Departemen II Teknik GeomatikaSekretari rT2.IX.3.1.5.2
25 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Geomatika IT2.IX.3.1.5.3
26 Program Studi Pascasarjana Teknik GeomatikaKepala IT2.IX.3.1.5.4
27 Kepala Departemen Teknik Geofisika IT2.rX.3.1.6
2a taris Departemen Teknik Geo{isikaSekre IT2.IX.3. i.6. 1

29 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Geofisika t"t2.1x.3.r.6.2
AS TEKNOLOGI KELAUTANFAKULT

1 Dekan Fakultas Teknologi Kelautan ITS tT2.rx.4
l Dekan Fakultas Teknologi Kelautan ITSWaki IT2-tX-4.1

Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknologi Kelautan l"t2.rx.4-2
4 Kepala Departemen Teknik perkapalan tT2.tx.4.t.1
J s Departemen Teknik PerkapalanSekretari rT2.tx.4.t.L.7
6 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Perkapalan
7 Kepala Departemen Teknik Sistem perkapalan rT2.rx.4.L.2
8 s Departemen I Teknik Sistem PerkapalanSekretari 1"t2.rx.4.1.2.7

s Departemen II Teknik Sistem perkapalanSekretari

Kepala Subbagi an Tata Usaha Departemen Sistem perkapalan 1T2.1){.4.t.2.3
11 Kepala Prograrn Studi Pascasarjana Teknik Sistem Perkapalan rT2.1x.4.L.2.4

epala Departemen Teknik KelautanK rT2.IX.4.1.3
Sekretaris Departemen I Teknik Kelautan IT2.IX.4.1.3.1
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t4 Sekretaris Departemen II Teknik Kelautan tt2.tx.4.7.3.2
15 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Kelautan IT2.IX.4.1.3.3

Kepala Program Studi Pascasarjana Teknik Kelautan tT2.1X.4.t.3.4
t7 Kepala Departemen Teknik Transportasi Laut tT2.rx.4.t.4
18 Sekretaris Departemen Teknik Transportasi Laut tT2.1X.4.7.4.1
19 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Transportasi Laut rT2-lx_4-7.4_2

20 Kepala Prograrn Studi Teknik l,epas Pantai IT2.IX.4.1.5
2t Sekretaris Program Studi IT2.IX.4.1.5. 1

v FAKULTAS TEI(NOLOGI ELIKTRO DAN INFORMATIKA CIRDAS
1 Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas IT2.IX.5

2 I Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan InformatikaWaki
Cerdas rT2.IX.5.1

Bagian Tata Usaha Fakultas Teknologi Elektro danKepala
Informatika Cerdas rT2.rx.5_2

4 Kepala Departemen Teknik Elektro IT2.IX.5.1.1
c Sekretaris Departemen I Teknik Elektro IT2.IX.5.1.1.1
6 Sekretaris Departemen II Teknik Elektro 1T2.1X.5.1.I.2
7 Kepala Subbagi an Tata Usaha Departemen Teknik Elektro IT2.IX.5. 1.1.3
8 Kepala Program Studi Pascasarjana Teknik Elektro rT2.IX.5. 1.1.4
9 Kepala Departemen Teknik Biomedik tT2.IX.s.t.2
10 Sekretaris Departemen Biomedik IT2.rX.5. 1.2.1
11 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Biomedik rT2.tx.s.t.2.2
t2 Kepala Departemen Teknik Komputer IT2.IX.5.1.3
13 Sekretaris Departemen Teknik Komputer IT2.rX.5. 1.3.1
14 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Komputer IT2.IX.5.1.3.3
15 Kepala Departemen Teknik Informatika IT2.rX.5. 1.4
16 Sekretaris Departemen I Teknik Informatika IT2.IX.5.1_4.l
77 Sekretaris Departemen II Teknik Informatika
18 epala Subbagian Tata Usaha Departemen InformatikaK 1"t2.1X.5.7.4.2
19 gram Studi Pascasarjana Teknik InformatikaKepala Pro rT2.1X.5.t.4.4
20 Kepala Departemen Sistem Informasi rT2.IX.5. 1.5

taris Departemen I Sistem InformasiSekre IT2.IX.5. 1.5.1
etaris Departemen II Sistem InformasiSekr IT2.IX.5. r.5.2

23 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Sistem Informasi IT2.IX.5. 1.5.3
24 gram Studi Pascasarjana Sistem InformasiKepala Pro IT2.IX.5.1.5.4
25 Kepala Departemen Teknologi Informasi IT2.IX.5.1.6
26 taris Departemen Teknologi InformasiSekre IT2.rX.5. 1.6.1

Kepala Subbagi an Tata Usaha Departemen Teknologi Informasi IT2.rX.5.1.6.2
VI FAKULTAS DESAIN KREATIF' DAN BISNIS DIGITAL

1 Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis DigitalDekan rT2.I)(.6
2 Wakil Dekan FakuItas Desain Kreatif dan Bisnis Digital IT2.IX.6. 1

3 ata Usaha Fakultas Desain Kreatif dan BisnisKepala Bagian T
Digital 1T2.1)(.6.2

66

16

,a

rT2.1X.5.1.4.2

21

22

27



4 Kepala Departemen Desain Produk Industri rT2.IX.6. 1.1
s Departemen Desain Produk IndustriSekretari IT2.rX.6. 1. 1. 1

6 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Desain Produk
Industri

7 Kepala prodi 52 Desain Produk Industri IT2.rX.6. r.1.3

8 Sekprodi 52 Desain Produk Industri
IT2.rX.6. 1.1.3
.1

9 Kepala Departemen Desain Interior 1T2.1x,.6.7.2
10 etaris Departemen Desain InteriorSekr tT2.rx.6.t.2.l
11 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Desain Interior 1T2.t)<.6.L.2.2
L2 partemen Desain Komunikasi VisualKepala De IT2.IX.6.1.s
13 epartemen Desain Komunikasi VisualSekretaris D IT2.rX.6.1.3.1

l4 Kepala Subbagian Tata U
Visual

Departemen Desain Komunikasisaha
tT2.rx.6.r.3.2

15 epartemen Manajemen BisnisKepala D 1T2.t)<.6.7.4
16 taris Departemen Manajemen BisnisSekre tT2.rx.6.t.4.t
17 Kepala Subbagian Tata U Departemen Manajemen Bisnissaha
18 epartemen Manajemen TeknologiKepala D IT2.IX.6. 1.5
i9 epartemen I Manajemen TeknologiSekretaris D IT2.IX.6. 1.5. 1

20 epartemen II Manajemen TeknologiSekretaris D 1T2.1)(.6.L.5.2
o1 Kepala Subbagian T

Teknologi
ata Usaha Departemen Manajemen

IT2.IX.6. 1.5.3
a.) epartemen Studi PembangunanKepala D IT2.IX.6. 1.6
ZJ s Departemen Studi PembangunanSekretari 1T2.r]{'.6.1.6.1
24 Kepala Subbagian Tata epartemen Studi PembangunanUsaha D rT2.rx.6.L.6.2
VII FAKULTAS VOKASI

1 Dekan Fakultas Vokasi rT2.tx.7
2 Wakil Dekan Fakultas Vokasi rT2.rx.7.l
3 Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Vokasi tT2.rx.7.2
4 epartemen Teknik Infrastruktur SipilKepala D

c epartemen Teknik Infrastruktur SipilSekretaris D rT2.rx.7 .1.7.1
Kepala Subbagian Ta
Infrastruktur Sipil

ta Usaha Departemen Teknik
tT2.rx.7 .r.t .2

7 Kepala Program Studi Tekn
Bangunan Air

gi Rekayasa Konstruksiolo
rT2.tx.7.7.t.3

8 epartemen Teknik Mesin IndustriKepala D 1T2.1X.7.7.2
o epartemen Teknik Mesin IndustriSekretaris D tT2.1X.7.L.2.7

10 Kepala Subbagian Tata U
Industri

saha Departemen Teknik Mesin
1T2.1X.7.1.2.2

11 Kepala Program StudiT ologi Rekayasa Manufakturekn IT2 .1X.7 . t .2 .3
epartemen Teknik Elektro OtomasiKepala D tT2.1x.7.7 -3

epartemen Teknik Elektro OtomasiSekretaris D tT2.rx.7.L.3.t
14 Kepala Subbagian T

Otomasi
Departemen Teknik Elektroata Usaha

1T2.1){..7.t.3.2
epartemen Teknik Kimia IndustriKepala D IT2.IX.7.l.4
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16 Sekretaris Departemen Teknik Kimia Industri tT2.rx.7.r.4.r
Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Kimia
Industri 1T2.1){.7.1.4.2

18 Kepala Departemen Teknik Instrumentasi IT2.IX.7. 1.5
19 Sekretaris Departemen Teknik Instrumentasi IT2.Ix.7. 1.5. I

20 Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik
Instrumentasi 1T2.1X.7.t.5.2

2l Kepala Departemen Statistika Bisnis tT2.rx.7.t.6
22 Sekretaris Departemen Statistika Bisnis 1T2.tX.7.7.6.1
ZJ Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Statistika Bisnis tT2.1X.7.t.6.2
VII
I SEKOLAH INTERDISIPLIN MANAJEMEN DAN TEI(NOLOGI
1 Sekolah Interdisiplin Manajemen dan TeknologiDekan IT2.IX.8
2 Sekolah Interdisiplin Manajemen dan TeknologiWakil Dekan IT2.IX.8.1
3 Kepala Bagian Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi tT2.rx.a.2
4 Kepala Program Studi Profesi Insinyur IT2.IX.8.x
c taris Program Studi Profesi InsinyurSekre IT2.IX.8.x
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4. Nomor dan Kode Naskah Dinas
Contoh Pemberian Nomor dan Kode Naskah Dinas
1. Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Rektor

7so6 / rr2 I R / WS.0 1.OO/2O2 i

nomor surat

kode Jabatan Rektor

kode surat yang bersifat
rahasia (R)

kode
tentang
Tindak
Temuan

klasifrkasi arsip
Penyelesaian

l,anjut Hasil

tahun pembuatan surat
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2. Amplop

Amplop adalah sarana kerengkapan penyampaian Naskah Dinas, terutamauntuk Naskah Dinas keluar Unit organisasi dan unit kerja. ukuran, bentuk,
dan warna sampul yang digunakan untuk surat-men5rurat di lingkunganUnit organisasi dan unit kerja, diatur sesuai dengan Lperluan uiit tJr;.
masing-masing dengan mempertimbangkan efisiensi
a. Ukuran

U- kuran amplop yang digunakan untuk pengiriman Naskah Dinas
disesuaikan dengan jenis, ukuran dan ketebalan Jrraskah Dinas yang akan
didistribusikan.

b. Warna

Amplop Naskah Dinas menggunakan kertas berwarna putih atau coklat
muda.

c. Cara melipat dan memasukkan surat ke dalam amplop
Naskah Dinas yang siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran amplopdengan mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya tu.us aan iafl
dengan kepala Naskah Dinas menghadap kedepan tearan penerima ataupembaca Naskah Dinas. pada amplop yang mempunyai jendeia kertas kaca,kedudukan alamat tujuan pada kepala llaskair Ol.ral harus tepat padajendela amplop.
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E. Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta
1. Kertas Surat

a. Penggunaan Kertas
1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas, seperti surat- menyurat,

penggandaan, dan dokumen pelaporan adalah kertas HVS minimal 7O
gram.

2) Pembuatan Nagkah Dinas dari konsep awal hingga konsep akhir yang
dibubuhi paraf tidak boreh menggunakan kertas bekas, kaiena NaskahDinas dari konsep awal sampai dengan konsep akhir yang
ditandatangani merupakan satu berkas arsip.

3) Naskah Dinas yang bernilai guna sekunder atau permanen, harus
menggunakan kertas dengan standar kertas permanen:
a) Gramatur minimal 70 grart / m2;
b) Ketahanan sobek minimal 35O mN;
c) Ketahanan lipat minimal 2,42 (rnetode schopper) atau 2,1g (metode

MIT);

d) pH pada rentang 7,S-LO;
e) Kandungan alkali kertas minimal O,4 mol asam/kg; dan
f) Daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa minimal 5.

4) Kertas yang digunakan untuk Naskah Dinas ukurannya disesuaikan
dengan jenis Naskah Dinas yang terdiri atas:
a) Naskah Dinas arahan menggunakan kertasF4 berukuran 21o x 33o

mm;

b) Naskah Dinas korespondensi menggunakan kertas A4 yang berukuran
297 x 2tO mm ( 87a x I 17" inci);

c) Naskah Dinas khusus menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x
210 mm ( aY+ x lL3A incil;

d) Naskah Dinas lainnya menggunakan kertas A4 yang beruku ran 292 x
210 mm ( aY" x ll"/+ inci).



Contoh 21 Format Melipat Naskah Dinas

@
L\sltn I ulMllm $n,Ll [ lolt$Er

r+OlSttall
llFalttatLr{ttGl(rsalarll

LU.!Anr
t*..r.r

@
B-r.--.-r-b-
b.*,r-r-

r+r*E].*!3.Er

Elllturtfatttlr
Bra-IrlLEr-lat-rb.
ita.at3raalir'-

lia+\r t.E.| mSrFt-r{,r-FFit- -dblih. r-u 6- ra.r ra,tr-krr.alt]l l--ttia t--
t.&-a.te&r-tr6lrbaE-l ita*Dl
ISOU lEb.*-EabbLEl@.IgLrLE
are-a-rrrI-,rqr-lrr--

't'_.n.
!.1._---|-x--_

Pertama : sepertiga bagian bawah
naskah dinas dilipat kedepan

t !.-&-b!Lbr+.t-l-*ll1la
lhtt-Fr-t
{-rtl.r.{gtl
rrl--r5.1-t -.:..r--rdrr.Lra.+tatB

Ib-lrrl.!oa.t5-5rE- r m !+ r-L-. t--
E-h-UEaal h.-ll h-a.i-6oc.F!-i-r..I-
t 5=.a+ b A YH.i. [1:5!rrtll--1 b. irl
r$tra€l bhtrbl-lrlrE!4ryIa b*r-r*
i.r*!arr:lh!Il
E t-l-!-.-!--t F alab.-r-lr

rdr&Eit-t [traE
oF,-t-.lt-s-br

I L!- ir.ai{a-rq-
:,Iaal-t--tb

Lembar Naskah Dinas
lembaran kertas

@
l, Rl r\ ff\t tDlt,\\ l).1\ |ltt ( o.rl'_r"{t

sdurrdG.!.alrr.rrrtlrr

Kedua, sepertiga bagian atas
lembaran kertas Naskah Dinas
dilipat kebelakang

Ylh.l(!rr& ltro Hukum
dl In. Jcndcr.l liudirmsr, sciayon
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Ketiga, Naskah Dinas
dimasukkan ke dalam sampul
deagan bagian kepala Naskah
Dinas oenghadap ke depan
arah pembaca pnerima



3. Tinta
Tinta yang digunakan untr.k penulisan Naskah Dinas berwarna hitam,
sedangkan untuk warna tinta yang digunakan dalam pembubuhan paraf dan
tanda tangan berwarna biru atau hitam.

F. Ketentuan Kata Penyambung
Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih
berlanjut pada halaman berikutnya fiika Naskah Dinas lebih dari satu halaman).
Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di
sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah
titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman
berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau
diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan
sama. Kata penyarnbung tidak digunakan untuk pergantian bagran.

Contoh Format
Bawah.

Penulisan Kata Penyambung Pada Halaman 1 Baris Paling

adalah peserta

Kata Penyambung
peserta

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah peserta didik.

-2-
peserta rapat ....

2. Penggunaan Lambang ITS

a. Ketentuan Penggunaan Lambang ITS

Lambang ITS digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh
pimpinan di lingkungan ITS, sesuai peraturan pemerintah Nomo 54 Tahun
2015 tentang Statuta ITS, lambang ITS sebagai berikut:
1. Lambang ITS berbentuk roda teknik berwarna biru tua dan biru muda

yang di dalamnya terdapat Tugu Pahlawan Surabaya berwarna putih
perak dan bunga wijayakusuma berwarna kuning emas.

2. Lambang ITS memiliki makna sebagai berikut:
a. roda teknik berwarna biru tua dan biru muda mengandung makna

perjuangan kepahlawanan bangsa yang suci menjamin harapan kepada
kader bangsa yang berbudi pekerti luhur dalam mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi;

b. Tugu Pahlawan Surabaya berwarna putih perak mengandung makna
semangat kepahlawanan Sepuluh Nopember; dan

c. bunga wijayakusuma berwarna kuning emas mengandung makna
lambang kehidupan.
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3. Lambang ITS adalah sebagai berikut:

4. Perbandingan ukuran Lambang ITS adalah sebagai berikut:

b. Kepala Naskah Dinas dengan Lambang ITS
1) kepala Naskah Dinas Rektorat menggunakan larnbang ITS, nama

Kementerian, nama ITS, alamat, dan garis penutup secara simetris;
2) kepala Naskah Dinas Unit Kerja selain angka 1 di atas menggunakan

lambang ITS, nama Kementerian, nama Unit Kerja, alamat, dan garis
penutup secara simetris;

3) kepala Naskah Dinas UPT menggunakan lambang Kementerian, nama
Kementerian, nama UPI, alamat, dan garis penutup secara simetris,
tanpa mencantumkan nama Unit Kerja pembinanya.

c. Ketentuan Kepala Naskah dinas sebagai berikut:
1) Lambang ITS dicetak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam statuta

ITS, dan dicetak berwarna atau hitam putih dengan ukural tinggi 3 cm
dan lebar 3 cm.

2) Nama Kementerian dicetak pada baris pertama, nama ITS atau Unit
!{erjaluPT dicetak pada baris kedua, dan masing- masing dicetak dengan
huruf kapital.

3) Nama ITS atau Unit Kerja/ UPT dicetak lebih tebal dari
Kementerian.

pada nama

4) Alamat ditulis lengkap tanpa menyebutkan gedung dan lantai pada baris
akhir tanpa singkatan disertai kode pos, telepon, faksimile, dan laman
apabila ada secara simetris.

5) Kepala Naskah Dinas ditutup dengan menggunakan garis tebal tunggal.
6) Jarak garis penutup dari tepi atas kertas 4,S cm.

I

/
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7) Penulisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan
huruf Times New Roman ukuran 16, nama ITS atau unit kerja
menggunakan huruf Times New Roman ukuran 14, dan alamat
menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12.

Contoh 2O Bentuk kepala Naskah Dinas sebagai berikut:

I\STITf-T Tf,K\OI-OGI SEPT'Lt'H \OPE\IBER

I\STITT'T TEK\OLOGI SEPL'I-T.'H \OPT]\IBt]R

I\STITT'T TEK\OLOGI SEPI-'I-T'H \OPE\IBER

I\STITT'I' ]'I]K\OI-OGI SI]PI't-T'H \OPE\IBER

I\STITT -t TEK\OI-O(;I SEPT I-{-H \OPE\IBER

I
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G. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik
Format penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimala tercantum dalam
contoh 22.

coNToH 22
FOR.[[AT PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

l\sln'L I Itl!\ol.tx;l sf PtLt.H \oPE_\taER
LrrylTSS&llt!-aninolll

Id.f- Ot r -JmalrrJ{ rgrlt+ ,xr,r,: tHr{l
f[: dl.3Lt}{ g),(f,i

lT*rnr'.rr.r-n

6-,0
lb.E
xtDeYtL

glr:ttgrT:J[rrt' "t r:lalt
:*-*n lllt ll Eib! F.r-, frrrrgr,rtoLa prran
EIT.fEalaiS+rara l&?e
d F,rr. tTs

n-a lltrltaf
s*,li-tl ,r.!- L;liffi rftifup,aa4ftl trtirgibr b-hsr
lIhlE Fdr Ul(;rt,lt t,.!ric,lu Ltitraq, fdil !t:1. Lrr rloto htr t!D.n BFf ur*
i,r mlcif|ll da p.ri,b!t Ert-t ilditdo. Frlrr! ffirrtrrtrrr ($ t F-.E !i ([f I An (rlt) d-
Trr+ELri (TII ftiLi- ii i.trfriEE Ertrr drta hin t*rn-/r8ft.'r<ft u ffrdl- D.b lqdFt*.a er f,idqt lt P!r!.c.rrq l..!rr|gr. tu SII Pr.r--. IALL

I-ILu I -dE[r*Irst{ fr-fr|tfra.Cq,-i8l,ITfl a
IILrT-. t iEE
IIhr rerFrlrnt -a.rg.l.9*k.i I!ir*-{EIT)
l-\n tudf iln c.f-a Frtun c i.f lg rb &r i{r.
G- ILr Eni irryrr li lll

ILr EE 1J|GM !420 *r LL ar.lr.lla.l dl rfrf ITS u&pr Fi fa.!. f..bln er
Flirim hG UfiM ll2l dfrhb.&i Uir ?cqrdrl Soa Eco C.+.,q ELirF &
Hdfrd LHf L+. &!r!bAtf ihilnj No ltp Ott:lrEl0ta d- ||.,drtlnl S t\er. ilo Hp
Ctt!..,r.6. htFflri.hf.r .ilrqb'.ktult'rd{,Er.kffi Ib !r!bt tEi b.d..
S. tst,anl Fdr fl rt.i ":q!l-
eiti.! Fdo- f-r q'*.!,.L FtL L fajEr frpf ftn rGF lGrar t rilr.

Sohy+ O? lrni.?@l
W.hl ne Bdq sitEbfr Dqr. M!-t1

OlErri &. T.l--b!t th S.*! h&tr.ti,

.r.hdEd 8.'ElqE Ct
lill lati}tsar t0ar

T.drrYU:
t- llrdlrl'@.adrna;iri-
f Xrprfr Bie Sro L tll-lr
a Xarh Bio Xa.!6u

H. Penggunaan Cap Jabatan dan Cap Dinas
1. Ketentuan Cap Jabatan dan Cap Dinas

Cap jabatan dan cap dinas memiliki ketentuan sebagai berikut:
a. cap jabatan Rektor dan pejabat di lingkungan ITS dibuat dengan bentuk

segi iima sarna sisi;
b. kerangka cap jabatan di lingkungan ITS ITS berbentuk segi lima sama sisi

terdiri atas:

1) garis lengkung ke luar dengan sudut 72 derajat dalam posisi berdiri
dan berdiameter 4O mm;

2) garis lengkung luar dibuat dengan garis ganda; dan
3) garis lengkung luar dibuat lebih tebal daripada garis lengkung da-Iam.
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o
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Contoh 23 Cap Jabatan dan Cap Dinas
. Cap Jabatan (Rektor)

Benar Salah

cap Dinas ITS (Digunakan oleh wakil Rektor, ppK dan unit Kerja, terutama untuk
korespodensi ITS dengan pihak Eksternal)

Benar Salah

o Majelis Sekretaris Institut
Benar

. Fakultas
Benar

Salah

Salah

Z

o
Z

*i3uaa

I

0
t

a
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I
1

a

,

. Departemen

Benar Salah

I. Pencantuman Alarnat
Pencanturnan alarnat Naskah Dinas tersebut dijelaskan sebagai berikut.
1. Alamat pada Sarnpul Surat

Alarnat pada sarnpul surat terdiri atas:

a. singkatan Yth.;

b. nama jabatan; dan

c. alamat lengkap.

2. Alamat pada Naskah Dinas
Alamat pada Naskah Dinas terdiri atas:

a. singkatan Yth.;
b. nama jabatan; dan

c. nama kota.
Pencantuman kata penyapa seperti Bapak, Ibu, dan Saudara di depan nama
jabatan dan gelar tidak diperlukan, baik pada sampul maupun pada surat.

Contoh Penr"rlisan Alarnat Naskah Dinas
1. Penulisan Alamat Naskah Dinas pada Sampul Surat

Alamat pada sampul surat perlu dicantumkan nama jabatan, unit kerja, dan
alamat lengkap.

Contoh:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Jalan Jagir Wonokromo

Surabaya 36122

2. Penulisan Alamat Naskah Dinas pada Surat
Alamat pada surat dicantumkan nama jabatan, unit kerja, dan nama kota,
tanpa alarnat lengkap.

Contoh:

Yth. Kepala LPMP Provinsi Jawa Surabaya

,

rerm$.

'7'7



J. Lembar Disposisi
Berikut adalah contoh 24 forrnat lembar disposisi

I\STITI,.'T TEK\Ot,OGI SEPI-'LI'H \OPE}IBER

Tcl Terina No.Agmda :

Asal Surat
Tanggal

Nomor
Perihal

Slfat Surat : Sangat R basi, Rahasia' Biasa Derajat Surat : Salgat segera, Segera, Biasa

LEIIB.IR DISPOSISI REI(TO&{T

DISPOSIsI

R

sx,I
$x.Il
sRttr
t['B r1'

PII IITA]\I ISI DISFOSISI :
l. lvtohm p€odapat r saran
2. lvtohoo di*rkili
3. Hubuogl s.ya
a. Koodinlsittn deogac................
5. Sraptm konrep janaban
6. srapkao lapcan
7. Untuk di proses

8, Pnos€s sesuai p€rnbicararo

9. Pros$ s€srJai p€emrtrtaarl
I 0. Praf setelah di ch€ct
11. Untuk diteli{ dan lapor ada peaylnpangaa
t2. Un$k dimooitod ikuti perteobangan
13. U'ntut perhatian ,i ditetahui
la. Untuk digandataa ; dis€bartan
15. Catat dan terusk tr ke..........................
16. ABip 6le.

TA}iC,GAL DITUJIXAN
KEPADA

ISI DISPOSISI DARI PARAF

IIII

Catatan: Unit lain menyesuaikan jabatannya
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BAB III
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

A. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Selain Peraturan Kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas selain peraturan dilakukan oleh Rektor dapat
melimpahkan atau menyerahkan kepada pejabat yang berwenang dengan
menerbitkan keputusan atau surat kuasa.Penandatanganan Naskah Dinas
yang dilimpahkan atau diserahkan kepada pejabat yang berwenang dapat
dilakukan dengan cara:

1. Atas nama (a.n.)

Atas nama yang disingkat a.n. digr..rnakan jika pejabat yang menandatangani
Naskah Dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab,
berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.
Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan
pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus
mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama jabatan
pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal
kata, didahului dengan singkatan a.n.

2. Untuk beliau (u.b.)

Untuk beliau yang disingkat u.b. digunakan jika yang diberikan kuasa
memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Singkatan
u.b. dicantumkan setelah atas nama (a.n.). Pelimpahan wewenang ini
mengikuti urutan sampai dua tingkat struktural di bawahnya. Tanggung
jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat
yang menerima pelimpahan wewenang harrrs mempertanggungjawabkan
kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

3. Pelaksana tugas (Plt.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat PIt., adalah
sebagai berikut:
a. pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang

menandatangani Naskah Dinas belum ditetapkan karena menunggu
ketentuan bidang kepegawaian tebih lanjut;

b. pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang
defrnitif ditetapkan;

c. Plt.bertanggung jawab terhadap Naskah Dinas yang ditandatanganinya.

4. Pelaksana harian (Plh.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian yang disingkat Plh., adalah
sebagai berikut:
a. pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang berwenang

menandatangani Naskah Dinas tidak berada di tempat sehingga untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat sementara
yang menggantikannya;

b. pelimpahan wewenzrng bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang
defrnitif kembali di tempat;

c. Plh.mempertanggungjawabkan Naskah Dinas yang ditandatanganinya
kepada pej abat defrnitif.

B. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas korespondensi yang ditujukan
kepada instansi di luar ITS ditentukan sebagai berikut:
1. Naskah Dinas korespondensi Rektor yang ditujukan kepada pimpinan

instansi di luar ITS ditandatangani oleh Rektor;
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2. dalam hal Rektor sebagaimana dimaksud pada angka 1 melimpahkan atau
menyerahkan penandatanganan Naskah Dinas korespondensi kepada pej abat
setingkat di bawahnya, penandatanganan dilakukan oleh pejabat tersebut
dengan penyebutan a.n. ;

3. da-lam hal pejabat penerima pelimpahan atau penyerahan penandatanganan
dari Rektor sebagaimana dimaksud pada angka 2 berhalangan,
penandatanganan dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada pejabat
setingkat di bawahnya dengan penyebutan u.b. setelah pencantuman a.n.;

4. Naskah Dinas korespondensi pemimpin unit kerja atau yang ditujukan
kepada pemimpin instansi di luar ITS ditandatangani oleh pemimpin Unit
kerja yang bersangkutan dengan tembusan Rektor dan pemimpin Unit Kerja
pembinanya; dan

5. dalam hal pemimpin Unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4
berhalangan, penandatanganan dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada
pejabat setingkat di bawahnya dengan penyebutan a.n. dan apabila pejabat
yang diberi wewenang menandatangani berhalangan, penandatanganan
Naskah Dinas korespondensi dapat dilimpahkan atau diserahkan kipada
pejabat setingkat di bawahnya dengan penyebutan u.b. setelah pencantuman
4.n..

c. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas korespondensi yang ditujukan
kepada Unit Kerja di dalam ITS:

1. Naskah Dinas korespondensi pemimpin Unit Kerja yang ditujukan kepada
Rektor ditandatangani oleh pejabat pimpinan unit kerja yang bersangkutan;

2.9d? hal pemimpin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1
berhalangan, penandatanganan dapat dilimpahkan atau diseiahkan kepada
pejabat setingkat di bawahnya dengan penyebutan a.n. dan apabila pejabat
yang diberi wewenang menandatangani berhalangan, penindatanganan
Naskah Dinas korespondensi dapat dilimpahkan atau diierahkan kepada
pejabat setingkat di bawahnya dengan penyebutan u.b. setelah pencantuman
a.n.;

3. Naskah Dinas korespondensi pemimpin Unit Kerja yang ditujukan kepada
Rektor ditandatangani oleh pemimpin Unit Kerja pejabat pimpinan yang
bersangkutan dengan tembusan pejabat pirnpinan pembina; - -

4. Naskah Dinas korespondensi
ditandatangani oleh pemimpin
bersangkutan; dan

lainnya di
pimpinan

ITS
yang

5. Naskah Dinas korespondensi pemimpin unit kerja antar pemimpin unit kerjayang setara di ITS ditandatangani oleh pemimpin unit kerja yang
bersangkutan, dengan tembusan pejabat pemimpin pembina;

pemimpin Unit Kerja
Unit Kerja pejabat
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Tabel l-e : Ilewenargan Pe[8ndataaganaa Nastah Dltras, Peaggunaar I(epale Nasakah DlnaE dall Cap/Stempel Dinas

No. JerL NaBtah IXra. MU'A SA DP ReLtor
wRl
wRit
[rR:]

wR4 WadGk I(ad.I,

DRP /
DIXsT/

DKPU

Dkek
KrJl.E

IOa.t.t
tubUPT

DI
TruIl'

UPBG I<e Ka Blro
Xi.

Pcrp
K!.ubdl
t/x.ba

I
Ih.l/

A NASKAH DINAS NON R"EGULER

1 Peraturan

2 Keputusan

3 Instruksi

4 Nota Kesepahaman
Dalam Negeri

5

Perj anj ian
Kerjasama
(Agreementl DoJarn
Negeri

6 Nota Kesepahaman
(MOU) Internasional

7

Perjanjian
Kerjasama
(Agreementl
Internasiona-l

8
Prosedur
Operasional
Standar (POS)

B NASKAH DINAS REGULER

I Surat Edaran

2 Surat Tugas

3 Nota Dinas

4 Surat Dinas

5 Surat Undangan

6 Surat Kuasa

7 Berita Acara

al



8 Surat Keterangan
o Surat Pernyataan

10 Surat Pengantar

11 Pengumuman

12 Notula

c

KEPALA NASKAH
DINAS (I(OP
SURATI

ITS ITS ITS

STEMPEL
DINAS/CAP DINAS

ITS ITS

Tabel 2. Matrik Kewenangan Penandatangan Naskah Dinas Kerjasama Dalam Negeri untuk Direktorat **)

Catatan : * sesuai masing-masing bidang** jika memperoleh pelimpahan wewenang daii Rektor (sesuai dengan Peraturan Rektor ITS tentang pedoman pelaksanaan Keia sama di lingkungan ITSI

No Jenls Naskah Dlnas DRPM DKPU DITMAWA DIRAXAD DIRSDMO

I Kerjasama Dalam Negeri d

a2

D.

DIRPASCA &
PENGEM.AKD



Gambar 1 : Kewenangan Korespondensl Naskah Dlnae rnternal dan Eksternat ITS
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D.Pemakaian Singkatan a.n., u.b., Plt., dan Plh.
1. Penulisan dan pencantuman a.n. dan u.b. pada Naskah Dinas keputusan,

ditentukan sebagai berikut:
a. A.N. ditulis dengan huruf kapital, masing-masing diakhiri titik, dan

digunakan hanya jika yang berwenang menandatangani keputusan
melimpahkan atau menyerahkan penandatanganan keputusan kepada
pejabat setingkat di bawahnya;

b. U.B. ditulis dengan huruf kapital, masing-masing diakhiri titik, dan
digunakan jika pejabat yang diberi kuasa menandatangani keputusan
melimpahkan atau menyerahkan kembali kepada pejabat setingkat di
bawahnya.

2. Penulisan dan pencantuman a.n., u.b., Plt., dan plh. pada Naskah Dinas
korespondensi selain memo ditentukan sebagai berikut:
a. a.n. ditulis dengan huruf kecil, masing-masing diakhiri titik, dan digunakan

hanya jika yang berwenang menandatangani melimpahkan atau
menyerahkan penandatanganan kepada pejabat setingkat di bawahnya;

b. u-b. ditulis dengan huruf kecil, masing-masing diakhiri titik, dan digunakanjika pejabat yang diberi kuasa menandatangani melimpahkan atau
menyerahkan kembali kepada pejabat setingkat di bawahnya;

c. Plt. ditulis dengan P huruf besar, kemudian lt ditulis huruf kecil, diakhiri
titik, dan digunakan untuk seorang pejabat yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas jabatan, tetapi belum ditunjuk secara defrnitif; dan

d. Plh. ditulis P huruf besar, kemudian lh ditulis dengan huruf kecil, diakhiri
titik, digunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani berhalangan
untuk waktu tertentu karena tugas dinas dan/ atau cuti, dan melimpahlian
atau menyerahkan penandatanganan kepada pejabat setingkat di bawahnya
selama pejabat tersebut tidak berada di tempat.

Contoh pemakaian singkatan a.n., u.b., plt., dan plh.

1. a.n. (atas nama); penulisan a dan n dengan huruf kecil dan masing- masing
diakhiri titik, dipergunakan jika yang berwenang menand.atangini surai
menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya,
sedangkan pertanggungiawaban isi surat tetap di tangan yang memberi
kuasa-

contoh:

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

Nama Pejabat

NIP/NPP

3. u-b. (untuk beliau); penulisan u dan b dengan huruf kecil dan masing-masing
diakhiri titik, dipergunakan jika pejabat yang diberi kuasa menanditangani
surat memberikan kuasa lagi kepada pejabat setingkat di bawahnya.
contoh:

a.n. Rektor.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
u.b.
Direktur Pendidikan,

Nama Pejabat

NIP/NPP
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4. Plt. (pelaksana tugas); penulisan P dengan huruf kapital, huruf I dan huruf t
penulisannya dengan huruf kecil dan diakhiri titik, dipergunakan untuk
seorang pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan tetapi
belum ditunjuk secara defrnitif.

contoh:

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat

NIP/NPP

4. Plh. (pelaksana harian); penulisan P dengan huruf kapital, huruf I dan huruf
h penulisannya dengan huruf kecil dan diakhiri titik, dipergunakan jika
pejabat yang berwenang menandatangani surat berhalangan untuk waktu
tertentu karena tugas dinas, menguasakan penandatanganan surat kepada
pejabat setingkat di bawahnya selama pejabat tersebut tidak berada di
tempat.

contoh:

Plh. Direktur Pendidikan,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat

NIP/NPP
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